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ABSTRAKSI

lin Nurhayati, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitaavjaya,
Februari 2009,Kepastian Hukum Perjanjian Pemberian Jaminan Cessie
dalam Pembiayaan Mudharabah (Kajian Normatif Pada Akad Pembiayaan
Al-Mudharabah Mugayyadah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) Skripsi.

Pembimbing : (1) Siti Hamidah SH. MM. (2). Dr. Suhiangsih SH. MS.

Adanya perjanjian pemberian jaminan cessie dalambfagaan mudharabah
menjadi latar belakang penelitian ini. Pada pringg perjanjian pembiayaan
mudharabah adalah perjanjian antashahibul maal (pemilik dana) damudharib
(pengelola dana) dengan sistem bagi hasil sehitigg& dibenarkan meminta
jaminan dalam pembiayaamudharabah. Namun berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 07/PBI/46/2005 menyatakan bahwa a pgeembiayaan
mudharabah, bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk améisgpasi
resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi keavajgebagaimana dimuat
dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangdah Satu jaminan yang
tercantum dalam klausula Akad Pembiayaan Al-MudiettaMugayyadah PT
Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah cessie piutdaminan tersebut dibuat
dalam bentuk akta notariil yang disebut Perjanframberian Jaminan Cessie.
Oleh karena itu, muncul permasalahan yaitu baganmatbungan hukum antara
shahibul maal dan mudharib pada perjanjian pemberian jaminan cessie dalam
pembiayaarmudharabah dan apakah perjanjian pemberian jaminan cessiet dapa
memberikan kepastian hukum bagiahibul maal dalam upaya mendapatkan
ganti rugi jikamudharib wanprestasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatén@mengkaji tentang norma
yang ada dalam akad dengan pendekatan konseptatd. yang terkumpul
dianalisis secara kualitatif interpretatif untuk magk kesimpulan. Penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip syariaaupun hukum positif yang
terdapat dalam Akta Akad Pembiayaan Al-Mudharabaladdyyadah PT Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. dan Akta Perjanjian Pemhelfaminan Cessie.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hubungarummukntarashahibul maal
(PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) daadharib (koperasi) dalam pembiayaan
mudharabah adalah perjanjian jaminan. Perjanjian Pemberiaminkn Cessie
merupakan perjanjiaaccesoir/ikutan dari perjanjian pembiayaanudharabah
sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian pemberiamijan cessie tidak
memberikan kepastian hukum bagiahibul maal jika mudharib wanprestasi
karena bukan merupakan perjanjian kebendaan, b@etmbebanan jaminannya
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangartidak ada prinsilisclosure
atau asas publisitas dalam perjanjian tersebut.

Mengkaji fakta-fakta di atas dapat disarankan kehdhibul maal bahwa agar
mendapatkan kepastian hukum dalam jaminan kebengeagjanjian pemberian
jaminan cessie harus disesuaikan dengan UndangAgné@dusia. Dengan
demikian terdapat tiga bentuk perjanjian yaitu @@an pembiayaan
mudharabah sebagai perjanjian pokok, akta jaminan fidusiaagab bentuk
pembebanan jaminan dan akta cessie sebagai bertriknly atau penyerahan.

Xi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 m&tR08
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 188fang Perbankan,
maka secara tegas sistem perbankan syariah ditesnps¢bagai bagian dari
sistem perbankan nasional. Undang-undang tersedbaih tdiikuti dengan
ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputDgaksi Bank
Indonesia tanggal 12 Mei 1999 yaitu tentang BankubhmBank Umum
berprinsip berdasarkan prinsip syariah dan BankrBéitan berdasar prinsip
syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan lharadalah bahwa Bank-
bank Umum dan Bank-bank Perkreditan Syariah dapangembangkan
usahanya melalui pembukaan kantor-kantor cabangrialya atau
mengkonversikan kantor cabang konvensional mekgaatior cabang syariah.
Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasé&um yang lebih
kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembaogrbankan syariah
di Indonesia.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sendgi@nkuat dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2@@8nhg Perbankan
Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengamikian diharapkan

pengembangan industri perbankan syariah nasionalalse memiliki

! zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank SyarjaRT BMI dan Tazkia Institute,
Jakarta, 2002, hal 10



landasan hukum yang memadai dan akan mendoronghgmrhannya secara
lebih cepat lagf.

Salah satu perbedaan yang prinsip antara bankakydengan bank
konvensional dapat dilihat dari konsep dasar opmmakiya. Bank
konvensional menggunakan sistem bunga sedangkaa padk syariah
menggunakan sitem bagi hasil. Sistem bagi hasilg yditerapkan dalam
perbankan syariah berbeda dengan sistem bunganalipsda sistem bunga
dapat ditentukan keuntungannya di awal, yaitu denganghitung jumlah
beban bunga dari dana yang disimpan atau dipirgamkedangkan pada
sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan dientiberdasarkan besar
kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modad yalah diberikan hak
pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah.

Operasional bank syariah di Indonesia berada wabgengawasan
Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Padaipnya, bank syariah
dan bank konvensional memiliki banyak kesamaan nearsama-sama
berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Bank Kosieeal menghimpun
dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya Kekdy@ada masyarakat
yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian pamartkredit)
sedangkan bank syariah dalam bentuk pembiayaaialsyar

Pembiayaanmudharabah adalah salah satu produk pembiayaan
perbankan syariah yang berprinsip bagi hasil. $geaminologi para Ulama

Figh mendefinisikanMudharabah atau Qiradh dengan Pemilik modal

2 Raden Aji SetiantikoSekilas tentang Perbankan Syariah
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+&fardiakses pada tanggal 11 Desember
2008.




(investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja af@edy) untuk
diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang ityadnemilik bersama
dan dibagi menurut kesepakaftan.

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola
kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kor8ed&h satu cinutama dari
kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akbagi antara investor
dan mudharib berdasarkan proporsi yatedah disepakati sebelumnya.
Kerugian, jika ada, akan ditanggusendiri oleh si investdt.

Dilihat dari konsep dasarnya, padaidharabah berlaku profit and
loss sharing dimana keuntungan dan kerugian akan ditangguely para
pihak. Jika usaha usahawudharib menghasilkan keuntungan, maka
keuntungan tersebut akan dibagi sesuai denganhnishmtungan yang telah
disepakati. Nisbah keuntungan harus dinyatakanndddantuk prosentase
antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan daldan mominal. Bila laba
bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkararbaging besar, tetapi
jilka laba bisnisnya lebih kecil maka kedua belathaki juga akan
mendapatkan bagian yang lebih kecil.

Jika bisnis dalam akathudharabahmendatangkan kerugian maka
pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbi@pi teerdasarkan porsi
modal masing-masing pihak. ltulah alasan mengapghahnya di sebut

sebagainisbah keuntunganbukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50

% Shobirin,Sistem Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil) antareo®ekan Syari’ah dengan
Literatur Fikih, makalah, hal.2, http://www.badilag.net, diaksadg20 November 2008

* Ibid, hal.2



atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya mgtuBila bisnis rugi,
kerugiannya harus dibagi berdasarkan porsi modainganasing pihak,
bukan berdasarkan nisbah.

Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasargeyporsi
modal, dan karena proporsi modddohibul maldalam kontrak ini sebesar
100% maka bank menanggung kerugian sebesar 100n%atana modal
mudharib dalam kontrak ini sebesar 0% makalharibsebesar menanggung
kerugian 0%. Namun demikian, sebenarnya kedua hglsk sama-sama
menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yangnggung oleh
keduanya berbeda, sesuai dengan obyek mudharbgldiamtribusikannya.
Jika yang dikontribusikan adalah uang, resikonyalad hilangnya uang
tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan ddkdsja, resikonya adalah
hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidakdapatkan hasil apa
pun atas jerih payahnya selama berbi8nis.

Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperthanya
berlaku jika kerugian yang terjadi disebabkan alsiko bisnis pusiness
risk), bukan karena karakter buruk, misalnya kanenahariblalai dan/atau
melanggar persyaratan-persyaratan kontraldharabah maka bank tidak
perlu menanggung kerugian seperti itu. Para fudp@npendapat bahwa pada

prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkgnnan sebagai jaminan,

®> Adiwarman A. KarimBank Islam Analisis Figih dan Keuangd®T RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2008, hal.207

% bid, hal 208



sebagaimana dalam akagirkahkerjasama lainnya. Jelas hal ini konteksnya
adalahbusiness risk

Dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia unnanghindari
adanyamoral hazarddari pihakmudharibyang lalai atau menyalahi kontrak
ini, maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada
mudharib Jaminan ini akan disita oleh bank jika ternyamabtl kerugian
karenamudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ingkar jadadi
tujuan pengenaan jaminan dalam akadudharabah adalah untuk
menghindari moralhazard mudharip bukan untuk mengamankan nilai
investasi jika terjadi kerugian karena faktor risikisnis. Tegasnya, jika
kerugian yang timbul disebabkan karena faktor oisilisnis, jaminan
mudharibtidak dapat disita oleshahibul maaf

Ketentuan tentang diperbolehkannya bank syarialukumbeminta
jaminan kepadamudharih diatur dalam Fatwa MUl DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayadviudharabahpada angka 7 Bagian Pertama
Tentang Ketentuan Pembiayaan menyatakan bahwa :

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tiddk jaminan,

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpanga€S ldapat

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketigani@an ini hanya

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukpalanggaran

terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad”.

Fatwa tersebut kemudian diikuti dengan keluarnyeatBean Bank

Indonesia Nomor 7/46/PB1/2005 Tentang Akad Penghimp dan

Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan KagiaUsaha

" Ibid.

® Ibid, hal 209.



Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu pasal 6 huruf:(Bank dapat meminta
jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resikob#panasabah tidak
dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat daldmd akarena
kelalaian dan atau kecurangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 padairéf (O)
tersebut mengandung pengertian bahwa bank dalanbenian pembiayaan
mudharabah atau musyarakahdiperkenankan mengambil jaminan, tetapi
pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana nasedsbhbkti melakukan
pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat danskahkad, lalai, dan/atau
curang. Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaamudharabah dan
musyarakah jaminan tidak berfungsi sebageéecond Way-Outyaitu
pengganti pengembalian modal yang ditanamkan Bankisdha/proyek
nasabah, tetapi sebagai ganti rugi karena adarlgaggaran, kelalaian dan
kecurangan nasabéh.

Dalam pembiayaanmudharabah yang dinilai berisiko tinggi
dibandingkan dengan produk pembiayaan yang &uahibul maa(PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk.) lebih banyak menyalurkeanashya kepada
mudharibberbentuk koperasi atau BMB4itul Mall Wat Tamwil. Kebijakan
tersebut diambil oletshahibul maaldengan pertimbangan bahwa koperasi
atau BMT memiliki legalitas pendirian usaha yantpgeyang tercantum
dalam anggaran dasarnya. Koperasi atau BMT umummssailiki laporan

keuangan yang memadai sehingga shahibul maal labittah melakukan

° Peri Umar Faroukkelembagaan, Operasional dan Pengembangan Produk Bgariah
Perspektif Hukum Positihttp://mhugm.wikidot.com/artikel:01 Hiakses pada tanggal 20
November 2008




pengawasan terhadap usaha koperasi atau BMT daripdthdap usaha yang
lain seperti perdagangan atau pertanian. Selainkdperasi atau BMT
merupakan bentuk usaha yang bersifat tetap, yalad thegitu terpengaruh
dengan risiko bisnis seperti naik turunnya hardangga lebih memudahkan
shahibul maatlalam melakukan manajemen risiKo.

Shahibul maalPT Bank Muamalat Indonesia, Tbk) sebagai lembaga
intermediasi meminta jaminan kepachdharib (koperasi atau BMT) untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian. Bentuk jaminangyaiminta shahibul
maal dalam pembiayaamudharabahkepadamudharib koperasi atau BMT
adalah cessie piutang yang diikat dengan notBalam penelitian ini, penulis
lebih  memfokuskan pembiayaan mudharabah yang didakuterhadap
koperasi dengan mengkaji Akta Akad Pembiaya&hMudharabah
MugayyadahPT Bank Muamlat Indonesia, Tbk. Jaminan Cessieapagit
tersebut dituangkan dalam bentuk akta pemberiamgancessie.

Melalui Akta Pemberian Jaminan Cessie yang dibuahatiapan
notaris, mudharib menyerahkan tagihannya kepadhahibul maal tetapi
hanya sebagai jaminan saja. Cessie ini dilakukagateperjanjian bahwa jika
mudharibwanprestasi, bank diberi kuasa ofebdharibdengan hak substitusi
untuk menagih sendiri uang-uang atau tagihan-tagyaag telah dipindahkan
kepadanya sesuai dengan perjanjian tersebut. Rdmayetagihan secara cessie

ini tidak bermaksud memindahkan hak milik tetapinys dimaksudkan

19 Hasil wawancara deng&®taff MarketingBank Muamalat, pada tanggal 17 Desember
2008.



sebagai jaminan saja. Ketikaudharibtelah melunasi pembiayaannya maka
tagihan kembali menjadi miliknudharib.

Dengan melihat dan mengamati norma dalam akta pemnljaminan
cessie kemudian dihubungkan dengan akad pembiayaadharabah
mugayyadalPT Bank Muamalat Indonesia Tbk, penulis berpendbapbhwa
bentuk perjanjian jaminan yang dimaksudkan olehapgarihak dalam
perjanjian pemberian jaminan cessie adalah peajamcgssie sebagai jaminan.
Satrio mengatakan bahwa bentuk cessie sebagai ganditakukan pihak
bank dengan memperjanjikan cessie atas jaminaangttiutang atas nama.
Dengan perjanjian ini kreditur sebaga@ssionarismenerima semua akibat
hukum yang timbul sebagai akibat dari suatu ceSsi€erkait dengan adanya
perjanjian pemberian jaminan cessie dalam akad gedn mudharabah
mugayyadalPT Bank Muamalat Indonesia Tbk., penting bagi penuntuk
melakukan penelitian tentang kepastian hukum daglananjian pemberian
Jaminan cessie dalam pembiayaandharabah

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas masalah yang akan Karaglalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan hukum antsinahibul maabdanmudharibdalam
perjanjian pemberian jaminan cessie pada pembiayaainarabah?
2. Apakah perjanjian pemberian jaminan cessie dalambg/aan
mudharabah dapat memberikan kepastian hukum d¥ediibul maal

sebagai upaya mendapatkan ganti rugingikalharibwanprestasi?

M satrio,Hukum jaminan Hak Jaminan Kebenda®T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
hal.116



C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian iaiaat

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungakuhu antara
shahibul maabdanmudharibdalam pembiayaan mudharabah.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kepastiakuimu pada
perjanjian pemberian jaminan cessie babahibul maal sebagai
upaya mendapatkan ganti rugi jikmudharibwanprestasi.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan marfapbda beberapa pihak
antara lain:

1) Manfaat teoritis
Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pemgeta ilmu
hukum pada umumnyadan Hukum Perbankan Syariah pada
khususnya terutama mengenai kepastian hukum s¥egiibul maal
atas perjanjian pemberian jaminan cessie sebaggaupendapatkan
ganti rugi jikamudharibwanprestasi.

2) Manfaat praktis
a. Bagi PT. Bank Muammalat Tbk Cabang Malang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat i#ged
sebagai tambahan wacana dan pengetahuan mengeasiti&e
hukum atas perjanjian pemberian jaminan cessiea paicad
pembiayaan mudharabah serta sebagai bahan masukan dan

pertimbangan dalam membuat perjanjian pembeban@naa.
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b. BagiMudharib PT. Bank Muammalat Indonesia Cabang Malang
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapatdidtigen
sebagai tambahan wacana dan pengetahuan mengeasiti&e
hukum atas perjanjian pemberian jaminan cessie ndala
pembiayaamudharabah
E. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca baik dari segi materi porau
penyusunan, maka penulis membuat sistematika ganuiebagai berikut:
Bab | : PENDAHULUAN
Pada pendahuluan berisi pengantar dari keselurpeanlisan
skripsi mengenai kepastian hukum perjanjian perabhgaminan
cessie, yang terdiri dari latar belakang, rumusasatah, tujuan
penelitian, dan manfaat penelitian, sistematikaupgan, definisi
operasional.
Bab Il : KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang medagngenulisan
dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok balyasen
terdiri dari tinjauan umum bank syariah, pembiayaan
mudharabahperjanjian, jaminan, cessie dan wanprestasi
Bab Il : METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi metode penelitian yang digungbenulis
dalam melakukan penelitian ini adalah normatif &ng

pendekatan konseptual yang terdiri dari jenis peae)
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pendekatan masalah, jenis dan sumber data, telenigumpulan
dan pengolahan data, teknik analisis data.

Bab IV : PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelaag telah
dilakukan, yaitu hubungan hukum antashahibul maaldan
mudharib dan kepastian hukum perjanjian pemberian jaminan
cessie dalam pembiayaanmudharabah jika mudharib
wanprestasi.

Bab V : PENUTUP
Kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelundaya
berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjasiukaa yang
bermanfaat bagi semua pihak yang terkait langsuaggah
pelaksanaan perjanjian pemberian jaminan cessieamdal

pembiayaamudharababh.

F. Definisi Operasional
1. Kepastian Hukum : Pemberian kedudukan yang did&aualbagi kreditur
dalam pengambilan pelunasan atas piutang tertentu
daripada kreditur lainnya.
2. Pemberian Jaminan Cessie : Mudharib (Koperasi) algrkgn tagihan-
tagihan yang dimilikinya kepada shahibul
maal (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)

hanya sebagai jaminan saja.
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3. Pembiayaan Mudharabah : Akad kerjasama antaratsiahaal (pemilik
dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan
sistem bagi hasil.

4. Shahibul Maal : Investor yang diwakili oleh PT. BamMuamalat
Indonesia, Tbk, bertindak sebagai pemilik danardala
pembiayaan mudharabah.

5. Mudharib : Koperasi yang bertindak sebagai pengealaha.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Bank Syariah
1. Pengertian Umum Bank Syariah
Pengertian Bank Syariah atau bank Islam adalah bgakg
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariggmlsBank ini tata cara
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentu®urdn dan Hadist.
Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prsy@piah Islam maksudnya
adalah bank yang dalam beroperasinya itu menyangtaitara bermuamalah
secara Islam. Dalam Tata cara bermuamalat itu [ijpraktik-praktik yang
dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuki diengan kegiatan-
kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pgadmaperdagangan atau
praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Ratah atau bentuk-bentuk
usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidaladifpoleh Beliad?
2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah
a. Keinginan Umat Islam untuk menghindari riba dalamgiktan
muamalahnya.
b. Keinginan Umat Islam untuk memperoleh kesejahteriadair dan

batin melalui kegiatan muamalah yang sesua dengrantagh agama.

12 Retno, Catur Kusuma Dewi, Skripsi tentamplementasi Penggunaan Jaminan pada
Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah bila Terj@danprestasi Departemen Pendidikan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 204,10

13
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Keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatifinaih dalam

mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasabiarsksuat’

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesignadap

ruang gerak perbankan syariah terdapat beberapatupsr perundang-

undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank r&ent

Undang-Undang ini memberikan peluang bagi Bank med@ untuk

menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinanpasy

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaByanah.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/33/KHR tanggal

12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat KeputusaekB Bank
Indonesia No0.32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 #&egt Bank
Umum Berdasar Prinsip Syariah. Kedua Peraturan meingatur
kelembagaan bank syariah yang meliputi pengatui@a tara
pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiasama bank.

Peraturan lainnya yang diterbitkan Bank Indonesia tmbaga lain
sebagai pendukung operasi bank syariah yang miekigteintuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentrentkian standart
akuntasi dan audit, ketentuan pengaturan perdassaabank dengan

nasabah, standardisadi fatwa DSN-MUI tentang kagibaink syariah.

3 |bid
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4. Operasional Bank Syariah.

a. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalanbdraing, pelaku
transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memeweidntuan akad,
seperti hal-hal berikut.

1) Rukun, yang meliputi: penjual, pembeli, barang,ghaiakad/ijab-
gabul.
2) Syarat, sebagai berikut:
a) Barang dan jasa halal sehingga transaksi atas dalam jasa
yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
b) Harga barang dan jasa harus jelas.
c) Tempat penyerahandé€livery) harus jelas karena akan
berdampak pada biaya transportasi.
d) Barang vyang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam
kepemilikan.

b. Struktur Organisasi
1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah
adalah mengawasi jalannya operasional bank seharagar selalu
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal karena
transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syaaaigat khusus
jika dibanding bank konvensional. Karena itu, dipesn garis
panduan(guidlines)yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun

dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.



16

2) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fungsi utama Dewan Syariah nasional adalah mengawas
produk-produk lembaga keuangan syariah agar sedeagan
syariah Islam dengan membuat Garis panduan syayaiy
diambil dari sumber-sumber Islam. Selain itu DSNajuneneliti
dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikemkangleh
lembaga keuangan syariah.

3) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau
berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenalgde nama
Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI ydittrikan
secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Irsitredan
majelis Ulama Indonesi4.

B. Kajian Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah
1. Pembiayaan Pada Bank Syariah
a. Pengertian Umum Pembiayaan Syariah
Kegiatan pembiayaan atafinancing adalah pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain umhgndukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiriponadembaga. Dengan
kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluauntuk

mendukung investasi yang direncanakan.

% Muhammad, Syafi'l AntonioBank Syariah dari Teori ke Praktelema Insani, Jakarta,
2001, 31.

 Muhammad, 2005Manajemen Pembiayaan Syarjalunit Penerbit dan Percetakan
Akademi Manajemen Perusahaan, Yokyakarta, hal. 9
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b. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah
Jenis-jenis pembiayaan syariah dapealampokkan menurut beberapa
aspek, diantaranya:
1) Pembiayaan menurut Tujuan:
a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang deudkan
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembarsgdua.u
b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dingkiesuuntuk
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif
2) Pembiayaan menurut Jangka Waktu
a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yarmdcudtéin
dengan waktu satu bulan sampai satu tahun
b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiyaan ydakukian
dengan jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun
c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yaaguéan

dengan lebih dari lima tahun.




Tabel 2.1
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Konsep Syariah Dalam Bank Syari’ah

Nama prinsip Jenis-Jenis Penerapannya Keterangan
produk syariah Dalam sistem
Perbankan
Simpanan Al Wadiah Current Account Al WadiahdengarAl
Saving Account | Mudharabahuntuk investasi,
denganml Wakalahuntuk
pembukaan L/C, dengaX
kafalahuntuk garansi.
Bagi hasil Al Mudharabah Investment Deposito dapat dipergunakan
Account Saving untukgeneral investment
Al Musyarakah Account melaluipool of fund
Al Muzaraah Project Financing
Al Musaqay Poject Financing
Plantation Credit
Financing
Pengambilan Bai Al Trade Financimg
keuntungan Mudharabah Letter of Credit
Bai Baithaman Ajil | Trade Financimg
Bai Al takjiri
Bai As Salam
Bai Al Istishma
Sewa ljarah Leasing
Bai At Takjiri Hire Purchase
Musyarakah Decreasing
Mutanangisoh Participation
Pengambilan fee Al kafalah Guarantee
Al Hiwalah Debts Transfer
Al Joalah Special Service
Al Wakalah Letter of Credit

Kebajikan

Al Qard Al Hasan

Benevolent Loa

n Biaya administrasi hanya dapat
diambil untuk faktor-faktor yang
menunjukkan terjadinya kontral
seperti biaya notaris, materai

peninjauan proyek

Sumber : M. Syafi’'l Antonio, Bank Syariah dari Teke Praktik, 1991

2. PembiayaanMudharabah.

a. Definisi Mudharabah



19

Mudharabah berasal dari katadharb, berarti memukul atau
berjalan Pengertianmemukulatau berjalan ini lebih tepatnya adalah
proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankaha. Secara
terminologi para Ulama Figh mendefinisikaviudharabahatau Qiradh
dengan :

Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kapad

pekerja(pedagang) untuk  diperdagangkan, sedangkan

keuntungan dagangitu menjadi milik bersama dan giiba
menurut kesepakat
Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan Mudhatabadalah
akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dipiaak pertama
(malik, shahibulal maal, bankipenyediakan seluruh modal, sedang pihak
kedua famil, mudharib, nasabgh bertindak selaku pengelola, dan
keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuap#lestan yang
dituangkan dalam kontrak.
b. Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Meskipun mudharabah tidak secara langsung disetatietn Al-
Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan gaikyi dan
dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagangasam ini tampaknya

terus hidup sepanjang periode awal era Islam sehalgag punggung

perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

1) Al-Quran

16 Shobirin, Op.cit, hal.2
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Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fucategpng
tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firrAlah dalam
Surah al-Muzzammdyat 20 dan Al-Bagarah ayat 198 :

...dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari kauni

Allah....”. (Al-muzammil : 20)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeésil

perdagangan) dari Tuhanmu....”.
(al-Bagarah : 198).

2) Al-Hadist
Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dal&asus
mudharabah yang dilakukan olé&hbas Ibn al-Muthalityang artinya :
“Tuan kami Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahk
hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagang
melalui akad mudharabah,............. (HR. Ath-Tabrani).
3) jma’
Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabd#t belkonsensus
terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secaradharabah

Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan Isadist yang dikutip

Abu Ubaid’

c. Jenis Pembiayaan Mudharabah

7 Syafi’l Antonio, Op.cit. hal 96
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Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis:
mudharabah muthlagattanmudharabah mugayyadah
1) Mudharabah Muthlagah
Yang dimaksud dengan transaksudharabah mutlagatadalah
bentuk kerjasama antarahahibul maal dan mudharib yang
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi olehifiass jenis
usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahaghnufama
Salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan uragkdfal ma
syi'ta (lakukanlah sesukamu) datiahibul maake mudharibyang
memberikan kekuasaan sangat besar.
2) Mudharabah Mugayyadah
Mudharabah Mugayyadahatau disebut juga dengan istilah
restricted mudharabahatauspecific mudharabaldalah kebalikan
dari mudarabah mutlagah yaitu si mudharib dibatasi dengan
batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usahayagembatasan
ini seringkali mencerminkan kecenderungan umunshabibul
maal dalam memasuki jenis usati.
d. Manfaat Al Mudharabah

Adapun manfaatl-Mudharabahyaitu :

a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil padat saa

keuntungan usaha nasabah meningkat.

18 1bid hal. 97
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b) Bank tidak berkewajiban membayar hasil kepada rasdmsab
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dpegdapatan
atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akanalpern
mengalamnegative spread.

c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan demgsah
flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak mekaoera
nasabah.

d) Bank akan lebih selektif dan hati-hgbrudent)mencari usaha
yang benar-benar halal, aman dan menguntungkamékare
keuntungan yang konkret dan benar-benar terjatiintyang
akan dibagikan.

e) Prinsip bagi hasil dalaml-mudharabahatau al-musyarakah
ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana Ek@n
menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu hjumla
bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkaabah,

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekondrhi.

9 Retno, Kusuma Catur Dewi, Op.cit hal.29
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Secara umum, aplikasi perbankan al-mudharabah dagmnbarkan dalam

skema berikut ini.

Gambar 2.1 Skema Al-Mudharabah

Nasabah

(Mudharib)

Nisbah

X%

Perjanjian Bagi
Hasil

Keahlian/ Modal

Ketrampilan 100%

Proyek/Usaha

:

Pembagian

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariahi daori ke Praktek, 2001

Keuntungan

Nisbah

Y %

Bank

(Shahibul Maal)

A 4

Modal

Pengambilan
Modal Pokok
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C. Kajian Umum tentang Perjanjian (Akad) Menurut Hu kum Islam
a. Pengertian Perjanjian (Akad)
Menurut prinsip syariah Islam perjanjian atau a&ddlah suatu perikatan
antara ijab dan gabul dengan cara yang dibenarkemial yang
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya
b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian (Akad)
Menurut prinsip syariah Islam adalah sebagai bériku
1) Rukun Perjanjian:
a) ijab (pernyataan pihak pertama mengenai g yhinginkan)
b) gabul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya
Catatan:
Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada atauanhdalam suatu
hal, peristiwa, dan tindakan.
2) Syarat-syarat perjanjian
Syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatypdrafiwa dan
tindakan tersebut tetapi tidak merupakan esensip@aistiva atau tindakan
tersebut :
a) Subyek:
Cakap (amyi, dewasalfaligh), tidak gila atau rusak akal, mabuk,
tidur, pingsan, boros, dungu, pailit, sakit yang ngebabkan
kematian.
b) Objek:

Dapat menerima hukum akad, jelas, dan dapat disamah
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c) Tujuan:
Tidak merupakan kewajiban yang telah ada, berlamggsungga
akhir, dibenarkan syariah. (tidaka, gharar,maysiy.
c. Akibat Hukumnya
Menurut prinsip syariah, berdasarkan QS (5) Al Mhi@yat 1: “Hai orang-
orang beriman sempurnakanlah segala janji.”
d. Bentuk Perjanjian (Akad)
Lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan
QS 5:282:
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamaidak secara tunai
sampai waktu tertentu buatlah secara tertulis...... y
e. Hapusnya Perjanjian (Akad)
Menurut Prinsip Syariah, hapusnya perjanjian karena
1) tercapainya tujuan
2) fasakh:
a). dibatalkan karena hal-hal yang tidak dibenadyamriah.
b). khiyar (pilihan yang lebih baik)
c). kesepakatan para pihak
d). tidak dipenuhinya kewajiban

3) berakhir waktu?°

% Retno, Kusuma Catur. Op.cit. hal.44
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D. Kajian Umum tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
a. Pengertian Perjanjian
Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adslaltu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanydiriarhadap satu
orang atau lebih lainnya
b. Asas-asas Perjanjian
1) Sistem terbukaopen systejn
Bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjiarsajpa walaupun
belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asiasering disebut
"asas kebebasan berkontrak”.
2) Bersifat pelengkapoftional)
Artinya pasa-pasal undang-undang boleh disingkirlegabila pihak-
pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan matkaientuan-
ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuasalgzasal
undang-undang.
3) Bersifat konsensual
Artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat#grainya kata sepakat

antara pihak-pihak.
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4) Bersifat obligatoir ¢bligatory)
Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum meminaalitak milik
(ownship.?*
c. Syarat-Syarat Sah Perjanjian
Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, syaragsysah perjanjian
adalah:
1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yangmbuat
perjanjian ¢onsensuys
2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjarjgapasity;
3) Ada suatu hal tertenfia certain subject mattgr
4) Ada suatu sebab yang halilgal causg?
d. Akibat Hukumnya
Menurut Hukum Perdata Barat pasal 1338 BW bahwaiagrersetujuan
yang dibuat secara sah mengikat bagi mereka yantoenya.
e. Bentuk Perjanjian Menurut Hukum Perdata Barat
1). Lisan;
2). Tertulis
(a). Pasal 1868 BW : Akta Otentik

(b). Pasal 1874 BW : Bawah Tangan

2L Abdulkadir, MuhammadHukum PerikatanPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hal 84.

2 bid, hal 88
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f. Hapus atau berakhirnya perjanjian
Pasal 1381, perikatan-perikatan hapus karena:
1) Pembayaran;
2) penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penylapaatau
penitipan konsinyas);
3) pembaharuan utangdqvas);
4) perjumpaan utanckompensasj
5) percampuran utang;
6) pembebasan utang;
7) mushahnya barang yang terutang;
8) kebatalan atau pembatalan;
9) berlakunya suatu syarat batal;
10) lewat waktu atau daluwarsa.
E. Kajian Umum Tentang Jaminan
1. Jaminan Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Jaminan (Rahn) Pada Bank Syariah
Katarahn, secara bahasa berarti tetap lestari serta peaafan
hasbu),sebagaimana dikatakéi’'matun Rahinahartinya “karunia yang
tetap dan lestari “ dan sebagaimana pula dijelask#&puran, “Tiap-tiap
pribadi terikat atau tertahgmhinah)atas apa yang telah diperbuat”. (QS.
Al-Mudatsir (74): 38). Sedangkan secara terminoRghndidefinisikan

oleh beberapa ulanfmh bagai berikut:
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1). Ulama Malikiyah: “Harta yang dijadikan pemilja sebagai
jaminan utang yang bersifat mengikat”.

2). Ulama Hanafiyah: “Menjadikan sesuatu atau grgaminan
terhadap hak atau piutang yang mungkin sebagai ggmthak
atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagmnny

3). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah: “Menjadikan eratatau barang
sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembajang
apabila orang yang berutang tidak bisa membayagnoia itu*®

b. Dasar Hukum Jaminan ( Rahn)
Dasar hukumRahn bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan
kesepakatan para ulampn@), antara lain sebagai berikut:

1). Al-Quran
“Jika kamu dalam perjalanan (dan begramalahtidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penuoieka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (@el
berpiutang ...."). Al Bagarah: 283

2). Al-Hadist
“Dari A'masy, dari Ibrahim, dari Al Arswad, dari syah RA,
bahwa Nabi Muhammad saw membeli makanan dari oYahgdi
dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian nab

menggadaikan baju besinya”. (HR.Bukhari).

2 bid. hal. 41
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3). jma
Dari hadist dan ayat diatas, para ulama telah s¢pgka) bahwa
barang sebagai jaminan utafrghn) dibolehkan(jaiz) baik dalam
bepergiar(safar) maupun tidak dalam bepergigafarf*
c. Rukun Jaminan
Para ulamdiqgih berbeda pendapat dalam menetapkan ru&hn,
namun bila digabungkan, menujumhur ulama rukunrahn ada lima,
yaitu:
1) Rahin(Orang yang menggadaikan);
2) Murtahin (Orang yang menerima gadai);
3) Marhun/RahnObjek/barang gadai);
4) Marhubih(Utang);
5) Shigat(ijab-gabul)®
d. Syarat-Syarat Jaminan
Para ulamafigh mengemukakan syarat-syarar-rahn sesuai
dengan rukumr-rahn itu sendiri, yaitu:
1) Para pihak dalam pembiayasmhn (Rahin dan Murtahih Para
pihak yang melakukan akadhn adalah cakap bertindak menurut
hukum(ahliyyah ).

2) Adanya kesepakatan atau ijab gabul.

** Ibid.

% |bid, hal.42
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3) Marhun Bihatau hutang.
Utang wajib dibayar kembali oleh debit@ahin) kepada kreditor
(murtahin) utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utangshar
jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atauhitading
jumlahnya).
4) Marhun (Barang§®
a) Karakteristik barang
Menurut ahli hukum Islanffugaha) karakteristik barang
jaminan utang adalah sebagai berikut:
1) Bernilai harta dan dapat diperjualbelikan;
i) Jelas dan tertentu;
i) Milik sah orang yang berutang;
Iv) Tidak terkait dengan hak orang lain;
v) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dilagiaer
tempat;
vi) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
b) Jenis Barang
Berdasarkan Ketentuan Syariah, dengan melihat gkakt
Nabi SAW. dan para sahabat, bahwa barang yangdhedikan
jaminan utang atatahn dapat berupa, kebun, baju, besi, hewan
ternak dan makanan atau minuman. Oleh karena ra ydama

berpendapat bahwa barang yang dapat dijadikan gmitang

% |bid.
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(rahn) pada prinsipnya adalah barang bergerak dan tidak
bergerak.
2. Jaminan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum adalah jaminan yang lahir dari undart®ng

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Reroahwa

setiap barang bergerak dan tidak bergerak milikitdebmenjadi
tanggungan hutangnya kepada kreditur. Sedangkamgankhusus
adalah setiap jaminan hutang yang terbit dari pga@, seperti gadai,

hipotik atau hak tanggungan. Dasar hukumnya adpkdal 1132

KUHPerdata.

b. Asas-asas Hukum Jaminan

1) Asaspublicitet yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan,
hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan;

2) Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan
hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang sudah
terdaftar atas nama orang tertentu;

3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dilyadiutang tidak
dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tangguigdafidusia,
hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan h@gmaran
sebagian.

4) Asasinbezittstelling yaitu barang jaminan (gadai) harus ada pada

penerima gadai;
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5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukampa&an satu
kesatuarf!
c. Jenis Jaminan
Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kedangddan
Ciri-cirinya "kebendaan” yaitu memberikan hak memaai di
atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat atet&n
mengikuti.

2) Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan pangan.
Tidak memberikan hak mendahului atas benda-bemténte,
tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseofang.

d. Syarat-Syarat Benda Jaminan
Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1) dapat secara mudah membantu perolehan kreditgtupmhak
yang memerlukannya;

2) memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam kadiwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk diekselila
perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangy

penerima (pengambil) kredit.

%" salim,Perkembangan Hukum Jaminan di IndoneBi@ Raharjagrafindi, Jakarta, 2004, hal 9
?® Ibid hal.23

2 bid hal.27
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e. Sifat perjanjian Jaminan
Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibeda&ajadi
dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjangiecesoir Perjanjian

Pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan tasikredit dari

lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbanktolCo

perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank.j&gian accesoir
adalah perjanjian yang bersifat tambahan dikaitkamgan perjanjian
pokok. Contoh perjanjiaaccesoirini adalah pembebanan jaminan,
seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidukadi sifat perjanjian
accesoif yaitu mengikuti perjanjian pokoX.
3. Jaminan pada Lembaga Perbankan
a. Pengertian Jaminan pada Perbankan

Ketentuan tentang jaminan pada perbankan mengaleherapa

perubahan sebagai berikut:

1) Menurut Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor adui
1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan menyatakan 8d&amk
Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepadaagap.

2) Ketentuan tersebut kemudian dihapus dengan diukdanga
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
ketentuan jaminan menjadi berubah sebagaimana Heamsal 8
yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kreditk BAanum

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kgspag

% bid, hal 29
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debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan.

3) Ketentuan tentang jaminan tersebut kemudian dildgihdengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1@®8ahg
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, pada Pasal 8 (a) yang menyatakan batal@nD
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkanipr8ysariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkanissa
yang mendalam atas iktikad dan kemampuan sertangggspan
Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau nnelngié<an
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjika

4) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun8 200
tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 35 menydiakara Bank
Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam melakiemgiatan
usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatianahSaatu
bentuk kehati-hatian adalah dalam menyalurkan peyabn harus
menerapkan prinsip 5’C yang salah satunya adatdlateral.

b. Kegunaan Jaminan pada Perbankan

Jaminan pada perbankan memiliki beberapa keguredimmai berikut:

1). Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank umardapatkan
pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jamtessebut,

apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tideémbayar
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kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkalfam

perjanjian.

2). Menjamin agar nasabah berperan serta di dalansaksi untuk

3).

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untukngegaikan
usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendliau
perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kuangny
kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkegidinya.
Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) kintmemenuhi
perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayararbké sesuai
dengan syarat-syarat telah disetujui agar ia ti#ekilangan

kekayaan yang telah dijaminkan kepada b¥nk.

c. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan

Kredit atau pembiayaan pada perbankan diberikaradaep

debitur berdasarkan “kepercayaan” akan kesanggpp@ak debitur

untuk membayar kembali hutangnya kelak. Prinsipp&teayaan”

tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pganda kembali

hutang-hutang debitur. Prinsip seperti ini terlii@am Pasal 8 (a)

Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakina

berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan
kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk
melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

31\bid, hal.7
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Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat
kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanalgighgbotik, fidusia
dan sebagainya hanya dianggap sebagai “jaminanateanb semata-
mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya bemup@an atas
barang yang dibiayai dengan kredit terséBbuMeminta jaminan
tambahan sifatnya tidak wajib karena yang wajibladaadanya
jaminan pokok berupa kepercayaan.

d. Sifat Perjanjian Jaminan Perbankan

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersittcessoir
artinya  perjanjian  pengikatan jaminan eksistensinyatau
keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya ymgtjanjian kredit
atau perjanjian utang. Perjanjian pengikatan jamimgkan merupakan
perjanjian yang berdiri sendiri tetapi terganturaglg perjanjian kredit
sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kieglitis dibuat lebih
dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan.

Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang
dikonstruksikan sebagai perjanjianccessoir mempunyai akibat
hukum yaitu :

1) Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (pergamkredit).
2) Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjiaauky.

3) Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminart ikatal.

32 Munir, FuadyHukum Perkreditan Kontemporg?T Citra Aditya Bakti, Jakarta, , 2002,
hal. 63
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4) Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih gugerjanjian
jaminan.
5) Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, suwiomaka ikut
beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya peger khusud®
G. Kajian Umum Tentang Cessie Berdasarkan Pasal 613 Kl Perdata
1. Pengertian Umum Cessie

Hak yang timbul dari suatu kontrak dapat dialihkapada pihak

lain. Pengalihan hak dari kontrak atau piutangu at@ang sering disebut

dengan istilah ¢essié diatur dan dibenarkan oleh KUHPerdata, dan diatur

dalam Pasal 613 KUHPerdata. Dalam hubungan dengagaphan hak

yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUHPardatnentukan bahwa:
Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan lddzmen
tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan maatbakta
otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-htds a
kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidaka ad
akibatnya, melainkan setelah penyerahan ini dilbéukan
kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakai
Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa kiilkean
dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiaptgmg
karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahamtsdisertai
endosemen.

Ahli hukum dari negeri Belandacholtenmenyatakarbahwa cessie dapat

dipandang dari dua segi sebagai berikut:

a. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai apgag

kreditur (kontrak antar kreditur), dan

¥ Retno, Wulan Catur, Op.cit. hal.32
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b. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cardihaerahak
milik.

Secara yuridis yang dimaksud dengan cessie adalaku s
pengalihan piutang (atas nama) terhadap debitwsssg, dari kreditur
lama €eden} kepada kreditur baricéssionariy dengan cara yang diatur
oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat cddsaie, baik akta
otentik maupun di bawah tangan, dan dengan kewajigmnberitahuan
(betekening, notigekepada debitur, atau secara tertulis disetujui da
diakuinya oleh debitut*

2. Akibat Hukum Cessie

Akibat Hukum cessie:

1) Piutang beralih dacedentke cessionaris.

2) Setelah terjadinya cessie, maka kedudukan cessom&nggantikan
tempat kedudukaoedent,yang berarti segala hak yang dimiliki oleh
cedentterhadagessuslapat digunakan oletessionarissepenuhnya.

3. Cessie dan Levering

Pada hakikatnya, cessie hanya merupakan salah nsatiel
levering(pengalihan hak), di samping model-model peralihak lainnya.
Dalam hukum dikenal beberapa model peralihan haltu ysebagai
berikut:

a. Cessie untuk peralihan piutang atas nama.

3% Munir, Fuady,Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisn@ifra Aditya Bakti,
Bandung 2003, hal.149
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b. Endosemen untuk peralihan hak atas tagihan ataggpeti (aan
order).

c. Penyerahan fisik surat hutang untuk peralihan agihan atas bawa
(aan toonder).

d. Penyerahan fisik benda bergerak untuk peralihan dtak benda
bergerak.

e. Balik nama dokumentatif untuk peralihan hak atasdbetidak
bergerak.

Dari keseluruhan proses transaksi cessie, adqtiggd macam

hubungan hukum yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1) Hubungan utang-piutang lama antara kreditur lanmgaie debitur.

2) Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lameyale kreditur
baru.

3) Hubungan utang-piutang baru antara kreditur bangale debitur.

Syarat yuridis yang utama bagi suatu levering ddakebagali

berikut:

1) Rechstitekreditur lama harus benar
Dalam hal ini pemilik lama harus secara yuridis rpanyai titel
yang sah atas tagihan yang akan dialihkannya itu.

2) Rechstitekreditur baru harus benar
Dalam hal ini pemilik baru harus memiliki dasar idagralihan hak
tagihan kepadanya berupa suatu peristiwa hukum yeamyebabkan

peralihan hak atas tagihan tersebut.
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3) Adanya kewenangan berbuat dari kreditur lama
Kreditur lama haruslah berwenang untuk mengalihkantang
tersebut, baik kewenangan dalam arti wenang bedmeatra umum
seperti cukup umur, dipenuhinya persyaratan kogporatau
berwenang dalam hubungan dengan piutang tersébut.
4. Asas-asas Cessie
Dalam suatu transaksi cessie, terdapat beberama ragaim sebagai
berikut:
1) Asasnemoplus jurist
Seseorang tidak memberikan/mengalihkan kepada penaknelebihi
dari apa yang dipunyainya.
2) Asas cessie sebagai lembagaesoir.
Suatu pranata hukum yang menggantungkan suatu gtarbthukum
pada suatu perbuatan hukum yang lain, dan tidaktbrsepas sendiri.
3) Asas kontrak nyata (riil)
Suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelahddeyang
merupakan obyek kontrak tersebut dialihkan kepalakpgain (pihak
yang menerima peralihan).
4) Asas levering tertulis
Bahwa tindakancessieharuslah dibuat dalam bentuk tertulis (akta
cessie), baik dengan akta otentik maupun aktawlabdangan.

5) Asas transparansi kepada debitur

% bid, hal.155
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KUHPerdata mensyaratkan agar dalam melakukan perbuzessie,
unsur transparansi khususnya transparansi kepat#urdenarus
dilakukan. Dalam hal ini ditentukan bahwa:
a) Tindakan cessie harus diberitahukan (tertulis disan) kepada
debitur, atau
b) Debiturnya menyetujuinya dan mengakuinya secataliet’
H. Kajian Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi
1. Pengertian tentang Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi déditur dalam setiap

perikatan. Menurut pasal 1234 KUHPerdata, setiaigtan adalah :

a. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu
Dalam pasal 1235 ayat 1 KUHPerdata disebutkan bdkewaajiban
debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutaerigertian
memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkkndasaan nyata
atas benda dari debitur kepada kreditur dan keaajintuk merawat
benda sebagai seorang bapak rumah tangga yangdmagai pada saat
penyerahan.

b. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu, atau Tidak BerBeatiatu. Berbuat
sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yalay witetapkan
dalam perikatan (perjanjian). Sedangkan tidak kereasuatu artinya

tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dipgkian®’

% bid, hal. 156

37 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal 18.
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2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak dilak&annya prestasi
atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebandiah
perjanjian terhadap pihak tertentu seperti yangehditkan dalam
perjanjian yang bersangkutzh.

b. Bentuk-bentuk Wanprestasi
Ada beberapa bentuk bagi para pihak yang tidak meme
prestasinya, yaitu:
a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukann
b) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak gelmana

dijanjikan;
c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi telambat;
d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaketbol
dilakukannya®

c. Penyelesaian Vdnprestasi
Dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau inggayi, kreditur
dapat menuntut :
a) pemenuhan perikatan;
b) pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

C) ganti rugi;

3 Munir Fuady,Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum BisBiandung, 2001, hal.45

39 Subekti,Hukum PerjanjianCetakan ke VIII, PT Intermasa, Jakarta, hal 45
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d) pembatalan persetujuan timbal balik;

e) pembatalan dengan ganti rdgi.
40 SetiawanPokok-Pokok Hukum PerikataBinacipta, Bandung, 1977, hal. 19
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BAB Il

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahag gkan dikaji
dalam penelitian yang objeknya adalah akta akad@sman Al-Mudharabah
Mugayyadah PT Bank Muamalat Indonesia, Thk yangerdigpnakan dan
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, neamks penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif yakni peraityang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-noatamdhukum positff,
yaitu yang berkaitan dengan norma-norma tentangdAkembiayaan
Mudharabah dan Jaminan Cessie.
2. Pendekatan Masalah
Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adaglahelitian
normatif, maka pendekatan yang digunakan adalalklgbetan konseptual,
yaitu pengkajian hukum melalui pendekatan konsegardaDalam hal ini
pengkajian hukum terhadap prinsip-prinsip syariahupun hukum positif
yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan mudhlralizendekatan
konseptual beranjak dari pandangan-pandangan d&trinddoktrin yang

berkembang di dalam ilmu hukum yang dikaitkan denggengertian-

“1 Johnny IbrahinTeori dan Metodologi Penelitian Hukum NormaBayumedia, Malang,
2007, hal 295

45
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pengetian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asksm untuk
membangun argumentasi hukum dalam memecahkanrisudjaadapf'?
3. Jenis Bahan Hukum
Penelitian  hukum normatif merupakan penelitian maku
kepustakaan, sehingga jenis data yang dipergunalalah data sekunder
yang bersumber dari kepustakaan. Jenis data sekterdebut berupa bahan
hukum primer (yaitu bahan hukum yang mengikat),abahukum sekunder
(yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukimemprdan bahan
hukum tersier (yang memberikan petunjuk maupungi@sgn terhadap bahan
hukum primer dan sekunder). Data utama yang digamagsenulis dalam
penelitian ini adalah data yang berupa bahan hufamyg terdiri dari:
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempukgiuatan
mengikat ke dalam, meliputi:
1) Perjanjian pembiayaan mudharabah yang tertuangndakta Akad
Pembiayaan Al-Mudharabah PT Bank Muamalat Indoné&d& dan
Akta Pemberian Jaminan Cessie yang dipergunakan baaiaku
sebagai undang-undang bagi para pihak.
2) Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitasjg-prinsip
hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Quran dam-Hadist, serta
prinsip-prinsip di bidang figh muamalah yang disataada masalah

mudharabah, sebagaimana yang difatwakan oleh DeSsariah

2 peter , Mahmud MarzukiPenelitian HukumKencana Prenada Media Group, Jakarta,
2007, hal.95
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Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mel&atwa MUI-
DSN No. O7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mugitah.

3) Bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum pdsitionesia,
yaitu ketentua-ketentuan asas-asas dalam KUHPe(&aisal 1338
tentang Kebebasan Berkontrak, Pasal 613 tentangjeCéssal 1131,
1132 tentang Jaminan), Undang-Nomor 10 Tahun 13%98ang
Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tgiarbankan
Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akadhifgunan
dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang MelaksanakamtéegUsaha
Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yangbenian
penjelasan bahan hukum primer, yaitu meliputi Has@n Peraturan
Perundang-undangan, hasil penelitian dana hasilikpam para ahli
mengenai prinsip perbankan yang berkaitan dengapapkan syariah,
perjanjian, jaminan dan cessie yang terdapat dddaku-buku literatur
dan tulisan-tulisan ilmiah.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang erembtunjuk
terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, bekapaus dan
ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan gedaegtitian ini.

Untuk memperoleh kajian yang lebih dalam, maka gaiaer
juga dipergunakan sebagai penunjang, khususnyaotkpedari pihak

perbankan syariah.
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4. Teknik Pengumpulan dan Penelusuran Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, pengumpulan dan penelusuramab hukum
dilakukan dengan menggunakan metode kepustakagemaiss, yaitu
dokumen dari bank, peraturan perundang-undangankdpunstakaan yang
didukung dengan wawancara dengdaf legaldanstaff marketing®T Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatiénpretatif yaitu
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk Kajiaray teratur, runtun,
logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingg@mudahkan interpretasi
data dan hasil analist8. Dokumen atau akta notaris tentang pemberian

jaminan cessie penulis paparkan secara kualitatifudian diinterpretasikan.

43 Abdulkadir, MuhammadHukum dan Penelitian Hukur®T Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hal.113



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Klausula-klausula Akad PembiayaanAl-Mudharabah PT Bank

Muamalat Indonesia, Tbk.
1. Prinsip-prinsip dalam Akad PembiayaanAl-Mudharabah

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia semaigarkdat
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Ta&2Q@8 tentang
Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2D@8.gan peraturan tersebut
diharapkan pengembangan industri perbankan syamegional semakin
memiliki landasan hukum yang memadai yang akan oremg pertumbuhan
perbankan syariah lebih pesat lagi. Bank syariamifikeé tugas dan fungsi
sebagali lembaga intermediasi sebagaimana bank hksioval. Bank
konvensional menghimpun dana dari masyarakat keanucienyalurkannya
kembali kepada masyarakat yang membutuhkan daaend&ntuk perjanjian
kredit dengan menggunakan sistem bunga sebagalamt@edangkan bank
syariah menghimpun dana dari masyarakat dan mekgaloya kembali
kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam kbemnbiayaan
berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakansisagi hasil sebagai
imbalan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariggiatan
pembiayaan berprinsip syariah diatur dalam Undandddg Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomahiun 1992 tentang

49
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Perbankan yang menyebutkan bahwa pembiayaan beddiagainsip syariah

adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakagadeitu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antaka deargan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai W#&ntu
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setefajkgawaktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. ”

Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang NomorTakhun

2008 tentang Perbankan Syariah, menurut Pasal tl (2§ Pembiayaan

didefinisikan sebagai,

“‘penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakagadertu

berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuknudharabah dan
musyarakah

b. Transaksi sewa-menyewa dalam dalam bentuk ijaehsswa
beli dalam bentuk ijaramuntahiya bittamlik

c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutangurabahah salam,
danisti'na’,

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutgagdhy dan

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijaralukunt
transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antaka $ariah

dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak laimgya

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi lfi@s dana

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangké&uvtartentu

dengan imbalanjrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut,

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu bentuk pembiayaan pada

perbankan syariah yang berprinsip bagi hasil. Dataemjalankan aktivitas

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank s$ydwaaus memperhatikan

prinsip syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI daarus menyesuaikan

dengan hukum positif Indonesia dengan mengikutattesin Bank Indonesia
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sebagai lembaga pengawas tertinggi dalam kegiagbapkan nasional.

Menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 :
“Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaheaashia
pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maaink)
menyedikan seluruh modal, sedang pihak kedua (;amil
mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelolakdantungan
usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatag ya
dituangkan dalam kontrak”.

Fatwa DSN tersebut kemudian diikuti dengan kelugamiPeraturan
Bank Indonesia Nomor 7/46/2005 tentang Akad Penghiman dan
Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan PrinSiypariah
mendefinisikan Mudharabah Pasal 1 ayat (5) selbsyaiut:

“Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana
(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharifukun
melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian
menggunakan metode bagi untung dan r{pgdfit and loss
sharing atau metode bagi pendapataevénue sharingantara
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang teladpaliati
sebelumnya”.

Warkum Sumitro mendefinisikan bahwa Pembiayaan Al-
Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaanaabgerk dengan nasababh,
di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usagiatan tertentu
dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usakebutetanpa campur
tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukaih den melakukan
pengawasan. Atas penyediaan dana untuk pembiagesmitit bank mendapat

imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkas @dsar persetujuan

kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian ataghasyang dibiayai tersebut,
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maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung @ak, kecuali kerugian
akibat kelalalian nasabdh.

Pada prinsipnyanudharabalsifatnya mutlak di manshahibul maal
tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada anidh Bentuk
mudharabahini disebutmudharabahmutlagah Namun demikian, apabila
dipandang perlushahibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau
syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modaliaya risiko kerugian.
Syarat-syarat ini harus dipenuhi oletudharih jika mudharib melanggar
maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang timlarismudharabah
seperti ini disebut mudharabah mugayyadah (mudharabah terbatas).
Mudharabah Mugayyadahatau disebut juga dengan istilatestricted
mudharabahatau specific mudharabaladalah kebalikan dammudarabah
mutlagah yaitu simudharibdibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali enenckan
kecenderungan umum sfiabibul maatalam memasuki jenis usafta.

Secara umum dalam perjanjian pembiayaan memuatskkau
klausula tentang syarat-syarat penarikan pembiaya@mama kali atau
predisbursement clausé&lausula-klausula tentang maksimum kreahhount
clause klausula-klausula tentang tujuan kredit; klaudd&usula tentang
nisbah bagi hasil, kesepakatan biaya, klausulaangntepresentation and

warranties klausula tentangonditions precedentklausula tentang agunan

* Warkum, Sumitro,Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga iT,eiRa
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.96

%> Muhammad, Syafi'l Antonio, Op.cit, hal 95.
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kredit (nsurance clause klausula tentangaffirmative covenantklausula
tentang negative covenantklausula tentandinancial covenant klausula
tentangevent of devaultklausula tentang arbitrase; klausula-klausulaglun
rampai ataumiscellaneous provisionisyaitu klausula-kalusula yang berisi
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang beldamtpung secara khusus
di dalam klausula yang ad4.

Pendapat lain menyatakan bahwa pada dasgonyttype suatu
perjanjian pembiayaan harus memenuhi tujuh syairatmal, yaitu :

1.jumlah pembiayaan dan penggunaan fasilitas;

2. jangka waktu;

3. kesepakatan bagi hasil antatehibul maablengamudharib;

4. cara-cara pembayaran kepati@hibul maal;

5. cara-cara penarikan pembiayaan ofaidharib;

6. klausula events of devault/trigger claussau opeisbaar clauseyaitu
klausula yang menentukan suatu peristiwva yang kpaterjadi
memberikan hak kepada bank untuk secara sepihalkyakleini akad
pembiayaan dan untuk seketika atau sekaligus menagiuruh
outstandingoembiayaan. Klausula tersebut antara lain :

a). Mudharibtidak membayar kewajiban sebagimana mestinya;
b). Mudharibatau pemilik jaminan pailit
). Mudharibatau pemilik jaminan dilakukan sitaan

d). Mudharibatau pemilik jaminan ditaruh dibawah pengampuan.

% Johannes IbrahinMengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif BraRerjanjian
Kredit Bank PT. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 92
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7. barang jaminaf'.

Selanjutnya, penulis akan mendiskripsikan Akad Rayalan Al-
Mudharabah V. (Akad Mudharabah Mugayyadah) PT Bdnkamalat
Indonesia Tbk. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudadtardiatur dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/2005 tentaragdAkenghimpunan dan
Penyaluran Danan Bagi Bank yang Melaksanakan Briagariah. Menurut
Pasal 1 Ayat (3) PBI tersebut Akad adalah perjanfextulis yang memuat
ijab (penawaran) dan gabul (penerimaan) antara Bangan Pihak lain yang
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sedeagan prinsip
syariah.

Klausula-klausula yang terdapat dalam Akta PembiayaAl-
Mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia, Thk seldaayaut:

1) Klausula jangka waktu fasilitas pembiayaan:
Terdapat dalam definisi pada Pasal 1 ayat (7) mekga bahwa jangka
waktu fasilitas selama 27 (dua puluh tujuh) buld@ngan jangka waktu
maksimal 24 (dua puluh empat) bulan ditambah lggaran tarik 3 (tiga)
bulan, yang dimulai sejak tanggal akad ini ditaadgani.

2) Klausula tentang jumlah fasilitas pembiayaan Al-Machbah yang
termuat dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :
2.1. Jumlah Fasililitas Pembiayaan :

Selama Masa Penarikan, Shahibul Maal dengan mduki pada

persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam akiadaim setuju
untuk memberikan suatu fasilitas Pembiayaan kepdddharib

*" Daeng, NajaHukum Kredit dan Bank Garansi. BandungT. Citra Aditya Bakti. 2005,
hal.190.
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sampai sejumlah maksimal Rp 300.000.000,00 (tigaisrguta
rupiah).”

3) Klausula tentang Kesepakatan Bagi Hasil pada FResi#d Pasal 3 ayat (1)
menyebutkan;
“Mudharib dan Shahibul Maal sepakat dan setuju kudian
perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan pelaksanaaha yaitu
suatu perhitungan yang merupakan pembagian pemapang
disepakati antara Mudharib dan Shahibul Maal yaitgagikan
sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama @eh gphak
(dengan obyek bagi hasil adalah ansuran anggotal&dfoperasi).”
Bagi hasil adalah ciri dari pembiayaan mudharabamgy merupakan
keuntungan bagi shahibul maal atas penanaman dam&edlintungan bagi
mudharib atas kerjanya mengelola dana untuk mergaia usaha. Dalam
Akta Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut yangodsan sebagai
mudharib adalah Koperasi sehingga yang dijadikamdg@gatan yang akan
diperoleh kedua pihak berasal dari angsuran andg@p@da Koperasi.
Pada Pasal 3 ayat (2) akta perjanjian tersebut atakegn;
“Mudaharib dan Shahibul Maal sepakat dan setujuukunt
menentukan Nisbah pendapatan sebagaiman diatanaitoini:
Mudharib dan Shahibul Maal setuju mengenai pemhbiaysecara
bagi hasil berdasarkan akad ini yaitu bahwa pertdapang didapat
oleh Mudharib sebagai pelaksana usaha tersebutdaagi dengan
Nisbah 94,3 % (sembilan puluh empat koma tiga prosetuk
Shahibul Maal dan 5,69 % (lima koma enam puluh slamiprosen)
untuk Mudharib, sebelum dipotong pajak dan ongkugkos.”
Pada prinsipnya ditinjau dari hukum Islam akatudharabah
merupakan kerjasama yang menjunjung tinggi kepasrayntara para pihak
untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan mekeantungan

sehingga dalam akad mudharabah berfadafit and loss sharingdi mana

keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua bgibhk. Ketentuan
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tersebut merupakan karakteristik dari akaddharabahyang tergolong ke
dalam kontrak investashtural uncertainty contrags Natural uncertainty
contracsadalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak meikdnerkepastian
pendapatanréturn), baik dari segi jumlahafnouny maupun waktutiming)-
nya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihakdapat bagian yang besar,
tetapi bila laba yang didapatkan kecil maka kedelatbpihak juga mendapat
bagian yang kecil. Oleh karena itu nisbah keuntanddentukan dalam
bentuk prosentase, bukan bentuk nominal.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/26@tang
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Banlg Yaelaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pagalréf (I) menyatakan
bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan daekd@ mudharabah
pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakémden bagi untung
dan rugi (profit and loss sharing) atau metode hagudapatan (revenue
sharing). Dari ketentuan tersebut diketahui bahveankb syariah boleh
menggunakan metodarofit and loss sharingataurevenue sharingDalam
akad pembiayaamudharabahPT Bank Muamalat tersebut pembagian nisbah
keuntungan menggunakan metaodgenue sharinglimana penentuan nisbah
keuntungan dilakukan dengan pembagian pendapataeluse dikurangi

beban-beban.
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2. Syarat-syarat Pembiayaan Al-Mudharabah

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nom#®/2Z005

menyatakan bahwa dalam kegiatan penyaluran danamdabentuk

pembiayaan berdasarkan Mudharabah muqgayyadsgiri¢ted investmeht

berlaku persyaratan sebagai berikut:

a) Bank bertindak sebagai agen penyalur dana invéshannelling agent

kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelota w#ok kegiatan
usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usalgadytentukan oleh

investor;

b) jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan bamgen

f)

9)

h)

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatanaantastor, nasabah
dan Bank;

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha masattapi memiliki

hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah,;

pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/ateaniga

dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk banmaaga barang yang
diserahkan harus dinilai dengan harga perolehanhataga pasar;

Bank sebagai agen penyaluran dana dapat meneran@nibalan) yang

perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan ibatg p

pembagian keuntungan dari pengelolaan dana inveltgmtakan dalam
bentuk nisbah yang disepakati antara investor daabah;

Bank sebagai agen penyaluran dana milik invesaaktimenanggung

risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan
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i) investor sebagai pemilik dana Mudharabah mugayyadehanggung
seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jiesabah melakukan
kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yaeggakibatkan kerugian
usaha.

Pembiayaan Mudharabah pada Akta Akad Pembiayaan Al-
Mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. terd&f@usula tentang
syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan Miadizn yang harus
dipenuhi oleh mudharib.

a. Klausula tentang Prasyarat Fasilitas Pembiayaaa pPasal 4 sebagali
berikut:
1) Syarat Penarikan Pertama
Mudharib hanya dapat melakukan penarikan pertanaa &silitas
Pembiayaan dengan memenuhi syarat-syarat sebaitkaitbe
a) Mudharib telah menanda-tangani dokumen Jaminan;
b) Mudharib telah membuka Rekening Penampungan darerfrek

Operasional;

c) Menyerahkan kepada Bank Muamalat Indonesia Perabhasah

Penarikan;

d) Menyerahkan dokumen-dokumen pembuktian sehubungagad
usaha;
e) Menyerahkan kepada Bank Muamalat Indonesia buldiibatas

pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan usahardudha
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f) Menyerahkan kepada Bank Muamalat Indonesia pendipaSeqgi
Hukum (Legal Opinion) dari Konsultan Hukum yang épénden,
yang menyatakan bahwa Dokumen Transaksi adalah dsah
mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan mehukum.

2) Syarat Penarikan Selanjutnya

Mudharib hanya dapat melakukan penarikan selargutny
dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimaaasilid dalam
Pasal 4 ayat (1) di atas dan Mudhrib wajib memendhan
melaksanakan Akad ini tanpa terkecuali.

b. Klausula Prasyarat Fasilitas Pembiayaan pada Basdlagai berikut:

5.3. "Koperasi berfungsi sebagai penyalur penanandama,
bertanggung jawab dan wajib melakukan tugas-tugbhagai
berikut:

1) Koordinasi penyaluran penanaman dana kepada
anggota

2) Pengawasan penggunaan penanaman dana agar tidak
terjadi penyimpangan.

3) Penagihan, pemotongan gaji dan melakukan
penyetoran ke PT Bank Muamalat Indonesia paling
lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.

4) Mengadministrasikan penanaman dana yang disalurkan
ke anggota-anggotanya.”

5.9. "Koperasi wajib membuat akad Murabahah yatendiatangani
oleh Koperasi dan anggota untuk selanjutnya wajib
menyerahkan perjanjian tersebut ke Bank Muamatiiriasia
setelah pencairan dilakukan.”

Akad Murabahah menurut Fatwa DSN No0.4/DSN-MUI/IMdR0adalah

menjual sesuatu barang dengan menegaskan hargayabdiepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga e bebagai
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laba. Dasar Hukum dalam Al-Quran terdapat padatSél-Baqgarah :
275:

(¥ % =9 Dan Allah telah menghalalkan Juaeli dan

mengharamkan riba............ 2

Dari klausula tersebut diketahui bahwa shahibul Imaa
mensyaratkan mudharib membuat akad jual beli dengaggota,
koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai perdbeya jual yang
lebih merupakan margin atau keuntungan bagi KopeRasmbayaran
anggota kepada koperasi dilakukan secara angsueagad sistem
pemotongan gaji. Dengan demikian ada dua hubunggmnh yang
terjadi yaitu antara Bank Muamalat dan koperaskaéerdalam akad

Mudharabah (kerjasama bagi hasil) dan antara Kepean Anggota

terikat dalam akad Murabahah (jual-beli).

. Klausula tentang cara-cara penarikan ofeltdharih sebagai berikut:

Ketentuan umum penarikan terdapat dalam Pasal 6 (dyasebagai

berikut:

1) Mudharib wajib melakukan pemberitahuan penarikangda cara
menyerahkan Surat Pemberitahuan Realisasi Pemhiggaia masa
penarikan kepada Bank Muamalat Indonesia;

2) Mudharib wajib menyerahkan Tanda Terima Uang Muthezcuali
ditentukan lain;

3) Pemberitahuan Penarikan harus menyebutkan jumlaih sédap

Penarikan Fasilitas Pembiayaan;
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4) Bank Muamalat Indonesia memeriksa dan memastikamvéda
Pemberitahuan Penarikan telah sesuai dengan Akah) d
meneruskannya pada shahibul maal dengan mengirimkbnan
dari Pemberitahuan Penarikan tersebut;

5) Shahibul maal akan mentransfer dana melalui perndaian dari
rekening shahibul maal untuk dikreditkan kepada emnakgy
mudharib;

Klausula tentang cara-cara pembayaran kepada &hahaal, sebagai

berikut:

1) Semua bentuk pembayaran oleh Mudharib kepada Shatmbal
harus dilakukan seutuhnya sebagaimana dalam akad,;

2) Semua bentuk pembayaran harus ditransfer ke dalakenihg
Penampungan;

3) Dalam hal mudahrib terlambat melakukan pembayaraaka
keterlambatan akan dikenakan denda yang akan kiserekepada
Baitul Maal Muamalat.

. Klausula tentang jaminan pada Pasal 11 akad peadmayAl-

Mudharabah, sebagai berikut:

“Sebagai jaminan atas pembayaran semua fasilgashiayaan,
bagian pendapatan Shahibul Maal berdasarkan akaeludharib
akan menyerahkan jaminan-jaminan dan dokumen lainny
sehingga keseluruhan jaminan yang diberikan olehdhdrib
mencapai Collateral-Ratio sekurang-kurangnya 1008érafus
prosen) dari pagu fasilitas pembiayaan yaitu seb@agaut:

1) Surat pernyataan dari pimpinan tempat bekerja aaggo

koperasi yang menjamin kelancaran pembayaran Keavaji
koperasi sampai lunas.
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Surat pernyataan dari pengurus Koperasi yang mémjam
kelancaran pembayaran kewajiban koperasi sampas.lun

Surat pernyataan dari Bendahara Perusahaan/Istansi
Pemerintah yang menjaminan kelancaran pembayaragade
memotong gaji anggota yang meminjam.

Surat kuasa pemotongan gaji kepada Bendahara Gaji d
perusahaan/instansi pemberintah.

Surat Penjaminan dari Perum Sarana pengembangdm Usa
sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari plafi@asditas
pembiayaan.

Cessie piutang senilai 125% (seratus dua puluh progen)
dari plafond dengan pengikatan notariil”.

Klausula events of devault/trigger claussau opeisbaar clauseyaitu

klausula

yang menentukan suatu peristiva yang kpatarjadi

memberikan hak kepada bank untuk secara sepihakjakiein akad

pembiayaan dan untuk seketika atau sekaligus nfenagiuruh

outstandingpembiayaan, terdapat pada Pasal 12, sebagai berikut

1. Wanprestasi atau cidera janji yang terdapat padé&é Akkad

Pembiayaan Mudharabah, sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

)

Tidak Membayar semua kewajiban dalam akad ini
Pernyataan dan Jaminan Tidak Benar

Tidak Melaksanakan Kewajiban

Eksekusi Barang Jaminan oleh kreditur lain

Cidera janji Atas Akad Lainnya

Penundaan Pembayaran/Pailit/Pembubaran.

Penyitaan oleh Pemerintah atau Pengadilan.

Pencabutan ljin atau dinyatakan tidak berlaku.
Terjadinya perubahan yang mendasar atas usaha nudha

Tidak menyelesaikan usaha.
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k) Mudharib gagal menjalankan usaha.
[) Perubahan Susunan Kepengurusan Mudharib.
2. Akibat Terjadinya Cidera Janiji:
Bank Muamalat Indonesia dengan pemberitahuan ierkdpada
mudharib menyatakan bahwa:

a) seluruh fasilitas pembiayaan dan bagian pendaf&ttahibul
maal menjadi jatuh tempo tanpa diperkuat dengansput
pengadilan;

b) bahwa komitmen dibatalkan terhitung sejak tanggal
pemberitahuan tersebut, Bank Muamalat Indonesiaaker
melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak shlahib
maal serta mengambil pembayaran atas pembiayaan dan
pendapatan Shahibul maal.

Prasyarat tentang akibat cidera janji tersebut pad@n ketentuan yang
diadakan demi keamanan dan kemudahan krediturlaindanengambil
pelunasan kreditnya. Pasal 1338 KUHPerdata merup&ietentuan
hukum yang menambah (unsurmaturalia dari perjanjian) yang
memungkinkan bagi para pihak untuk mengadakan ketensendiri
yang menyimpang. Dalam akad ini kedua belah pilepllsat dan setuju
untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Paséb 12UH

Perdata.
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3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Shahibul maal dalam hal ini PT Bank Syariah Muainkddonesia,
Tbk. memberikan modal kerja kepada Mudharib (Kog¢rsebesar tiga ratus
juta rupiah yang akan dikelola oleh mudharib untagngembangkan usaha
mudharib, keuntungan yang akan diperoleh akan dibagsama dengan
sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telabpakati. Konsep
mudharabah ini berasal dari akad mudharabah yalajudan oleh Nabi
Muhammad dan Khadijah dalam berdagang dimana paafaitst Khadijah
sebagai shahibul maal menyerahkan sejumlah danak wlikelola Nabi
Muhammad SAW untuk berdagang, kemudian keuntungary \diperoleh
dibagi bersama dengan sistem bagi hasil. Shahilal oclan mudharib pada
akad mudharabah jaman nabi dilakukan oleh peroranga

Dalam perkembangannya, akad mudharabah tersehurtadign oleh
bank syariah sebagai salah satu produk pembiaya@gad sistem bagi hasil.
Pihak-pihak dalam akad pembiayaan Al-Mudharabah ayympah adalah
shahibul maal (PT Bank Muamalat Indonesia, Tbkrlih@éak sebagai agen
penyalur dana milik investor damudharib (Koperasi) sebagai pengelola
dana. Sesuai dengan PBI Nomor 7/46/2005, shahilaal maupun investor
tidak menanggung Kkerugian apapun jika kerugian bdiskan oleh
kecurangan, lalai atau menyalahi kontrak yang dkak oleh mudharib.
Objek mudharabah adalah shahibul maal menyerahlatalmya sedangkan

mudharib menyerahkan usaha/kerjanya. Modal yangerah&an bisa



65

berbentuk uang atau barang yang dirinci berapaualagnya sedangkan kerja

yang diserahkan bisa berbentuk keahlian atau kefelan.

Sebagaimana pernyataan mudharib bahwa dokumeraksangsng

dibuat berdasarkan Akad ini apabila ditandatangsieh mudharib atau

wakilnya yang sah akan menimbulkan kewajiban hukiam mengikat para

pihak, yaitu Bank Muamalat sebagai shahibul maal Haperasi sebagai

mudharib. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para lpidlalam Akta Akad

Pembiayaan Mudharabah sebagai berikut:

a. Hak-hak Koperasi sebagai mudharib sebagai berikut:

a.

b.

C.

Menerima fasilitas pembiayaan mudharabah untuk eleley
usahanya,
Menerima bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh;

Mengelola fasilitas pembiayaan tanpa campur tasgahibul maal.

b. Kewajiban-kewajiban Koperasi sebagai mudharib sadagyikut:

a.

Menanggung biaya-biaya dan ongkos-ongkos dalam patab akad
mudharabah;

Membayar fasilitas pembiayaan pokok dan bagi hpeihdapatan
Shahibu maal;

Menyerahkan laporan keuangan tengah-tahunan, lapkeaangan
tahunan dan laporan lainnya yang diminta oleh Shéinnaal;
Membuka rekening operasional;

Melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturangeerg-undangan

yang berlaku;
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f. Menggunakan fasilitas pembaiayaan sesuai kesepakata

g. Mengizinkan Shahibul maal dan wakil-wakilnya untolemeriksa
seluruh fasilitas, kegiatan-kegiatan, pembukuan datatan-catatan
mudharib;

h. Membayar seluruh pajak-pajak yang ditimbulkan alkad;

i. Dengan segera dari waktu ke waktu melakukan tindaksnanda-
tangani dokumen, memberi informasi yang dimintahofhahibul
maal.

c. Hak-hak Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai Shmmiaal sebagai
berikut:

a. Menerima pembayaran ansuran fasilitas pembiayaanbdgi hasil
sesuai dengan nisbah yang disepakati;

b. Menagih semua tagihan yang menjadi hak Shahibul. maa

d. Kewajiban-kewajiban Bank Muamalat Indonesia Tbhkiaggi Shahibul
maal, sebagai berikut:

a. Memberikan fasilitas pembiayaan mudharabah kepadelhanib
melalui pemindahbukuan;

b. Membuat dan memelihara pada pembukuannya  suatu
catatan/administrasi atas nama mudharib sehubungan
denganpenyediaan fasilitas pembiayaan;

Dengan demikian meskipun akad mudharabah bukarargian
utang piutang uang namun dalam perjanjian tersattathak dan kewajiban

para pihak atau prestasi yang harus dipenuhi.
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4. Berakhirnya Akad Al-Mudharabah
Akad Al-Mudharabah berakhir atau hapus karena:
a) Pembayaran seluruh fasilitas pembiayaan Al-Mudatirab
Akad Pembiayaan Al-Mudharabah ini akan berakhir gden
pembayaran fasilitas Pembiayaan oleh Mudharib keg@gahk Muamalat
Indonesia. Klausula tentang Pembayaran kepadal@iiahaal pada Pasal
7 Akad Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Muammalat Jddkagai
berikut:
"Mudharib wajib melakukan pembayaran kepada Shaiaal
seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapang
menjadi bagian Shahibul Maal sampai dengan lures,iip dan
dengan sebagaimana mestinya kepada Shahibul Maahise
Nisbah.”
Mudharib berkewajiban mengembalikan pembiayaan kokdan
pendapatan shahibul maal sesuai dengan nisbahadgkaj waktu yang
telah disepakati. Peran Koperasi dalam pembiayanmdalah sebagai
penagih pembayaran dari anggota dengan sistem go@ajn kemudian
menyalurkan hasil pembayaran tersebut kepada Bargkridlat Indonesia.
Pembayaran dilakukan dengan cara mengansur setim b
sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank MwmBembayaran
dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuharaprestcara sukarela.

Dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjagius. Pembayaran

merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yangnaetya, dimana
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dengan dilakukannya pembayaran ini tercapailah  atuju
perikatan/perjanjian yang diadak&hn.

b) Pembatalan akad Al-Mudharabah karena mudharib miedek
wanprestasi.

B. Hubungan Hukum Antara Shahibul Maal (Bank) dan Mudharib
(Koperasi) dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Cess pada
Pembiayaan Mudharabah
1. Pemberian Jaminan Cessie Sebagai Jaminan Pembaan

Mudharabah
Pada ketentuan Pasal 11 Akad Al-Mudharabah PT Béudmalat

Indonesia, Tbk. terdapat klausula pencantuman gmyang salah satunya

adalah Cessie piutang senilai 125% dari plafonohidan cessie piutang ini

dibuat dengan akta notaris dengan nama Pemberramala CessiePada

Akta Pemberian Jaminan Cessie antara Bank (PT. Ba@malat Indonesia,

Tbk.) dengan Nasabah (Koperasi) mengandung klassllagai berikut:
“Bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung tenrapadengan
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dikdgh Pihak
Pertama/Nasabah sebagaimana diatur dalam aktaugrgengan ini,
Pihak Pertama/Nasabah sekarang untuk nantinya madrkgn
(mencedeer) sebagai jaminan kepada Pihak kedua/Baitk :
Tagihan Pembayaran dari Koperasi sebesar Rp. 3r8@mo00 (tiga
ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)”.

Dari klausula akta pemberian jaminan cessie tetseliketahui bahwa para

pihak sepakat bahwa nasabah sebagai pihak yangtéeghsekarang untuk

nantinya menyerahkan (mencedeer) tagihan pembayoparasi sebesar Rp.

8 Riduan, SyahranBeluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perda@Alumni, Bandung, 2006,
hal. 268.
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375.000.000,00 sebagai jaminan untuk menjamin yarbga dengan baik

segala sesuatu yang terutang. Yang menjadi obyekga dalam perjanjian

pemberian jaminan cessie ini adalah tagihan pembayaperasi sebesar Rp.
375.000.000,00. Jaminan tersebut berfungsi selj@ganan tambahan dalam
akad pembiayaan mudharabah antara shahibul maahaidimarib.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa pembgazman
cessie tersebut dilangsungkan dan diterima dengg@aratssyarat dan
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a) Piutang tersebut telah menjadi hak milik Pihak Ke@ank.

Atas penyerahan jaminan cessie tersebut menyebgtk#ang/tagihan
yang dijadikan jaminan tersebut menjadi hak mildnk. Hal ini sebagai
akibat hukum dari cessie sebagai salah satu cauk mmengalihkan hak
milik.

b) Apa yang dicedeer dengan akta ini berikut segalaste yang mempunyai
hubungan dengan tagihan-tagihan tersebut, berpirdgiada Pihak
Kedua/Bank.

Dalam perjanjian pemberian jaminan cessie terdagatpihak
yaitu Nasabah (Koperasi) sebagai pihak yang mekdejaminan, Bank
Muamalat sebagai pihak yang menerima jaminan, daggéta Koperasi
sebagai debiturnya Koperasi. Ditinjau dari paraakitya, maka dapat
dilihat bahwa dalam Pemberian Jaminan Cessie t@rsela penggantian
kreditur lama (Koperasi) kepada kreditur baru (Bdhikamalat) sehingga

ketika terjadi wanprestasi maka Bank Muamalat mangigan kedudukan
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Koperasi sebagai kreditur baru bagi Anggota KopeBsngan demikian

Bank Muamalat akan menggantikan hak-hak kreditoralatas tagihan
yang diterima olehnya.

Pihak Pertama/Nasabah menjamin Pihak Kedua/Bankvdapa yang

diceeder dengan akta ini adalah benar-benar mdikmknya Pihak

Pertama/Nababah, tidak tersangkut dalam suatu neestau sengketa dan
bebas dari sitaan, tidak digadaikan atau dipertamgjgan dengan cara
apapun juga dan mengenal segala sesuatu yang myanpgurbungan

dengan tagihan-tagihan tersebut.

Dalam KUH Perdata dianut ajaran bahwa untuk satsugu
penyerahan diperlukan persyaratan, antara lairstditakukan oleh orang
yang wenang menguasai bendanya. Biasanya orangbwérsadalah
pemilik benda. Realisasi dari ketentuan KUH Perdatsebut dapat
diambil alih dalam hukum jaminan. Secara yuridisingp ini akan
membawa konsekuensi bahwa apabila debitur (Kopgyasiberi jaminan
bukan orang yang mempunyai kewenangan menguaseidsgy benda
jaminan, berarti perjanjian jaminan yang dilahirlealalah cacat hukum.
Penagihan tetap akan dilakukan oleh Pihak Pertaasaidah.

Hal ini karena yang memiliki hak untuk menagih atiaKoperasi yang
terikat hubungan utang-piutang dengan anggota kepeetapi bukan lagi
untuk dimiliki sendiri melainkan untuk diserahkaneplada Bank

Muamalat.
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Tiap bulan Pihak Pertama/ Nasabah harus membeligporan kepada
Pihak Kedua/Bank tentang tagihan-tagihan yang telliimaskan serta
pula tagihan-tagihan yang bertambah.

Nasabah (koperasi) harus membuat laporan tentgigatatagihan yang
telah dilunasi dan yang bertambah, menunjukkan batagihan yang
diajaminkan dengan cessie tidak terbatas padaatagylang telah ada
tetapi juga untuk tagihan yang akan ada.

Pihak Bank berhak untuk menetapkan sendiri berkasarcatatan-
catatannya jumlah hutang Pihak pertama/Nasabah d&epRihak
Kedua/Bank.

Cessie yang dinyatakan dengan akta ini dilakukangae perjanjian
bahwa setelah Pihak Pertama/Nasabah melunaskanghyta kepada
Pihak Kedua/Bank, maka hak atas tagihan-tagihasehet dengan
sendirinya menurut hukum berpindah lagi ke Tangartabha/Nasabah,
dengan cara Pihak Kedua/Bank memberikan keterateyaulis bahwa
Pihak Kedua/Bank tidak lagi mempunyai suatu tagilaéau tuntutan
berupa apapun juga terhadap Pihak Pertama/Nasalkeatiashrkan
perjanjian itu.”

Klausula ini menunjukka bahwa para pihak sepakatvhacessie dalam
perjanjian ini dimaksudkan untuk menyerahkan hakkmatas benda
(tagihan) hanya sebagai jaminan saja, sehinggandsabah melunasi

hutangnya maka perjanjian jaminan cessie ini mehjaolus.
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Klausula-klausula dalam akta pemberian jaminan ieess
menunjukkan bahwa kedua belah pihak bermaksud um&rbuat perjanjian
jaminan dengan obyek jaminan berupa hak tagih lkspéepada anggota.
Ketentuan adanya jaminan dalam perbankan telabrchatilai dari Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokokdpédmn, yaitu pada
Pasal 24 berbunyi bahwa Bank Umum tidak membewiktanpa jaminan
kepada siapapun. Ketentuan tersebut kemudian dhamglengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199&rngnPerbankan,
ketentuan jaminan menjadi berubah sebagaimana bBagal 8 yang
menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank rdmwajib
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggdebitur untuk
melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan

Ketentuan tentang jaminan tersebut kemudian didhghdengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1@@&8hg Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbamjada Pasal 8 (a)
menyatakan bahwa :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasafkansip

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan beadas

analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampueria s

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangatgu

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengang yan
diperjanjikan.”
Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa keyakinan &epercayaan terhadap
kemampuan debitur dalam mengembalikan utang atambipgaan

sebagaimana yang telah diperjanjikan merupakanrweng paling penting

dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Olehnkaitel dalam perbankan
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yang menjadi jaminan pokok dan bersifat wajib ddaleepercayaan

sedangkan meminta jaminan yang berupa harta beiitanasabah sifatnya

tidak wajib. Pada Akta Perjanjian Pemberian JamiDassie yang merupakan
perjanjian jaminan (agunan dalam istilah perbankamyek jaminannya

berupa hak tagih koperasi kepada anggota.

Perjanjian pemberian jaminan cessie tersebut, daliegtahui
Perjanjian jaminan cessie bersifat ikutatesoir dari perjanjian utang-
piutang dalam hal ini yang dimaksud adalah pemliayaudharabah. Pada
akta terdapat klausula berikut ini:

“Bahwa diantara Pihak Pertama/Nasabah selaku yasrgemnma
fasilitas pembiayaan dan Pihak Kedua/Bank selakakpiyang
memberi fasilitas pembiayaan telah dibuat dan datangani
Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Mugayyadah Nomor 74,
tanggal 16 (enam belas) April 2008 (dua ribu detqpa
Dari klausula tersebut menunjukkan bahwa perjanpamberian jaminan
cessie merupakan perjanjian yang lahir dan tidgksghkan dari perjanjian
pembiayaan mudharabah. Hal ini berarti bahwa pgjapemberian jaminan
cessie tersebut tidak mungkin ada tanpa didahuéln suatu perjanjian lain
yang disebut perjanjian pokoknya. Salah satu cangy mencolok dari
perjanjian accesoir adalah bahwa antara perjapgdoknya (kredit) dengan
accesoir (jaminan) terdapat hubungan yang subdedifatinya kedua macam
perjanjian tersebut tidak selevel. Sesuai namamgaka perjanjian pokok

dianggap lebih penting kedudukannya, sementaramemy accesoir hanya

tambahan atau pelengk&b.

9 Munir Fuady,Hukum tentang Pembiayaa@itra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.83



74

2. Hubungan Hukum antara PT Bank Muamalat Indonesia Tkk.
dan Koperasi

Perjanjian pemberian jaminan cessie merupakan rpma yang
bersifat accesoir dengan pembiayaan mudharabah gaebgerjanjian
pokoknya. Pembiayaan mudharabah adalah salah satukbpembiayaan
pada Bank Muamalat Indonesia dengan sistem badi Akad mudharabah
merupakan akad kerjasama dimana Shahibul maal l{kefana) memberikan
dana 100% kepada Mudharib (pengelola dana) unarkatankan usaha yang
bertujuan mencari keuntungan dan keuntungan tersdaun dibagi bersama
sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.. Nisbahselalu berupa
prosentase bukan nominal karena jika keuntungag glgperoleh besar maka
pendapatan yang diperoleh besar, tetapi jika kegaiu yang diperoleh kecil
maka pendapatan yang diperoleh juga kecil. PT Bdokmalat Indonesia
bertindak sebagai Shahibul maal atau pemilik daedarsgkan Koperasi
bertindak sebagai Mudharib atau pengelola dana.

Apabila bisnis mudharabah yang dijalankan mengalkenugian,
pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbamtl@gan, tetapi
berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Habémarti, bila terjadi
kerugian karena modal yang diserahkan mudharib sseb@®% maka
kerugiannya sebesar 0% sedangkan Shahibul maahsameodal yang
diserahkan sebesar 100% maka kerugian yang ditagggdalah 100%.

Namun sebenarnya, mudharib juga menanggung kertef@n bukan berupa
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kehilangan modal tetapi kehilangan kerja, usaha, waktu yang telah ia
curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut.

Shahibul maal dapat meminta jaminan kepada mudhaniink
mencegah mudharib melakukan kecurangan dalam raekgl usahanya.
Jaminan pada akad mudharabah antara Bank MuanzadaKaperasi berupa
tagihan Koperasi kepada Anggota Koperasi yang alié@n kepada shahibul
maal dengan cara membuat perjanjian pemberiamgmuessie di hadapan
notaris. Pemberian Jaminan Cessie ini bukan dintddesusebagai cara untuk
memindahkan hak milik tagihan dari Koperasi kepBdak Muamalat akan
tetapi, cessie tersebut hanya dimaksudkan selsgaign saja. Hal ini berarti
ketika mudharib telah melunasi fasilitas Pembiaysdharabah maka hak
milik tagihan tersebut kembali kepada mudharib.h#hd maal memberikan
keterangan bahwa mudharib tidak lagi mempunyaiustagfihan atau tuntuan
apapun juga terhadap shahibul maal. Akan tetdg@, qaudharib wanprestasi
maka shahibul maal dengan kuasa substitusi dapaagiie sendiri tagihan
tersebut kepada Anggota Koperasi untuk melunasitésspembiayaan sesuai
dengan kesepakatan.

Pemberian Jaminan Cessie merupakan perjaagaasoiftambahan
dari perjanjian pembiayaan mudharabah sebagainpanapokoknya. Dalam
ketentuan Pasal 1821 KUH Perdata menyatakan bahda penanggungan,
jika perjanjian pokoknya tidak sah menurut undandamng dengan demikian
sah tidaknya perjanjian Pemberian Jaminan Cessig gidakukan shahibul

maal dan mudharib bergantung pada sah tidaknyarpern Pembiayaan
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Mudharabah. Hal ini juga berarti bahwa jika pel@mj Pembiayaan
Mudharabah telah berakhir karena pelunasan mak@npan Pemberian
Jaminan Cessie menurut hukum dengan sendirinyat@ikgn hapus. Dengan
demikian hubungan hukum antara Bank Muamalat dapekasi adalah
perjanjian jaminan dengan obyek jaminan cessi@apgisenilai 125% (seratus
dua puluh lima prosen) dari plafond yang dibuaaaabentuk akta notariil.
3. Hubungan Hukum antara Koperasi dan Anggota Kperasi

Akta Pemberian Jaminan Cessie (Terlampir) merupakéa notariil
yang menyatakan bahwa mudharib menyerahkan jamoemsie piutang
sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiamgyenenyebutkan bahwa jika
mudharib wanprestasi maka shahibul maal diberi&uasuk menagih sendiri
piutang tersebut. Shahibul maal mensyaratkan kepemsembuat akad
murabahah dengan anggota. Shahibul m@&@snk Muamalat Indonesia)
mensyaratkan mudharib (Koperasi) untuk membuat akadabahah (jual
beli) dengan anggota, Koperasi berperan sebagaigletan anggota sebagai
pembeli. Harga jual yang lebih merupakan margiru dtauntungan bagi
Koperasi. Pembayaran anggota kepada koperasi Hdaksecara angsuran
dengan sistem pemotongan gaji. Pembayaran tersdlant digunakan oleh
Koperasi untuk melunasi fasilitas pembiayaan muathein kepada shahibul
maal. Mudharib wajib menyerahkan akad pembiayaamabainah antara
Koperasi dan Anggota kepada shahibul maal.

Akad Murabahah menurut Fatwa DSN No0.4/DSN-MUI/IQGP

adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskga belinya kepada
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pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yeng Eebagai laba.
Dasar Hukum dalam Al-Qur’an terdapat pada SuraB@ddrarah : 275 :

1AL METN Dan Allah telah menghalalkan Juabeli dan
mengharamkan riba............

Murabahah ini merupakan akad pembiayaan jual keeligydigunakan di
perbankan syariah. Bank Muamalat Indonesia beitiseéhagai penjual dan
Nasabah bertindak sebagai pembeli. Semua ketentledam akad
murabahah harus digunakan oleh Koperasi untuk nhatkga fasilitas
pembiayaan mudharabah sesuai dengan kesepakatan.

Pada prinsipnya menurut Pasal 43 ayat (1) Undamigphlg Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kegiatan ksgdeasi adalah semua
usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingaggotn untuk
meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotaké&arituan tersebut tidak
ada batasan tertentu dalam mejalanlankan usahaasbp&saha koperasi
pada umumnya adalah usaha simpan-pinjam uang yatuy dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Koperasi &miinjam.
Hubungan hukum antara nasabah (Koperasi) dan andgmierasi untuk
koperasi simpan pinjam adalah pinjam-meminjam uang.

Dilihat dari isi akta, tagihan yang dijaminkan dalaperjanjian
jaminan cessie tidak disebutkan secara terperiacnan (cessus) anggota,
jumlah hutang dan kapan jatuh temponya menunjukiednwa tagihan yang
dimaksud adalah semua tagihan yang dimiliki kopdra&k yang sudah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari. Dengan demdapat disimpulkan

bahwa tagihan yang menjadi obyek jaminan melipathiga tagihan yang
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dimiliki koperasi. Oleh karena itu, hubungan hukwamtara koperasi dan

anggota meliputi semua hubungan yang menimbullgihaa kepada anggota

baik akad murabahah maupun utang-piutang.

4. Hubungan Hukum antara PT Bank Muamalat Indonega Tbk.
dan Anggota Koperasi

Pada Akta pemberian jaminan cessie terdapat klausahwa jika
mudharib wanprestasi, shahibul maal diberi kuadsstgusi oleh mudharib
untuk:

a) Memberitahukan secara resmi atau dengan jalarképada pihak ketiga
dalam hal ini adalah anggota dari Koperasi.

b) Menagih segala pembayaran dalam perjanjian jantaasie, baik melalui
pengadilan maupun di luar pengadilan.

c) Menerima pembayaran dan memberikan tanda peneriya@mn sah dan
menggunakan jumlah yang diterima itu untuk pembayafasilitas
pembiayaan, nisbah, dan biaya-biaya yang berkedaagan perjanjian
ini.

Atas penyerahan jaminan cessie tersebut menyebgbktang yang
dijadikan jaminan tersebut menjadi hak milik Bankdmhalat dan semua yang
dicedeer dengan Akta Pemberian Jaminan Cessiendatpikepada Bank
Muamalat. Hal ini sebagai akibat hukum dari cegsiéu berpindahnya hak
milik dari kreditur lama (Koperasi) kepada kreditaru (Bank Muamalat).

Kuasa substitusi tersebut diberikan oleh nasabapeflasi) kepada PT Bank
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Muamalat Indonesia, Tbk. Mengandung maksud bahwauaeewenangan
yang dimiliki oleh cedent (koperasi) digantikantoteessionaris.

Menurut Satrio, ditinjau dari para pihaknya, makdach cessie ada
penggantian subjek kreditur. Dengan demikian |gtekgaturannya dalam
Buku Il pada bagian cara memperoleh hak milik ndajpaggal. Dari segi
tersebut cessie lebih tepat kalau diatur dalam Blkypada bagian yang
mengatur subrogatie dan novatie. Namun hubunganrhoga sendiri, antara
kreditur dan debitur, juga merupakan bemdaktersendiri. Penyerahan hak
tagih sekaligus berarti mengoperkan hubungan hukmtara kreditur (lama)
dan debitur, menjadi antara kreditur (baru) dendgitur. Ditinjau dari sudut
kreditur baru cessie merupakan cara untuk memperoddk tagihan, yang
semula bukan kepunyaanmjaAhli hukum dari negeri Beland&cholten,
bahwa cessie dapat dipandang dari dua segi setagait:

a) Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagaiapgag kreditur
(kontrak antar kreditur), dan

b) Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai carhaeraak milik>*

*0 satrio,Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Repoean HutangAlumni,
Bandung, hal.24

*1 Munir, FuadyHukum kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bigr@p.cit, hal. 49
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C. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pemberian Jamiran Cessie dalam
Upaya Mendapatkan Ganti Rugi jika Mudharib Wanprestasi.
1. Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun Efithan
didefinisikan sebagai jaminan tambahan yang digaraiNasabah Debitur
kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas krathiu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan ini menkaunlbahwa jamina pokok
yang berupa kepercayaan bahwa nasabah debitur mamgmbayar
kewajibannya bersifat wajib sedangkan meminta jamitambahan sifatnya
tidak wajib. Khusus untuk bank berdasarkan prinsyariah, setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tgntRerbankan
Syariah, secara umum agunan pada perbankan spadahPasal 1 angka (26)
didefinisikan sebagai jaminan tambahan, baik behgrala bergerak maupun
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilikiran kepada Bank
Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah), gunajangn pelunasan
kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasgunan pada umumnya disebut
dengan istilah jaminan saja.

Ditinjau dari prinsip dasarnya pada akad mudharadimatakuprofit
and sharingartinya adalah keuntungan dibagi sesuai dengapaimiyang
disepakati. Oleh karena itulah meminta jaminan rdalenudharabah
merupakan hal yang tidak tepat, karemaudharabah bukan perjanjian
meminjam. Pendapat sebagian ulama menyatakan datakadapat meminta

jaminan dari mudharib atas investasiShahib Al-mal Persyaratan yang



81

demikian itu didalam perjanjiamudharabahitu batal dan tidak berlaku.
Menurut Ibnu Hanbal dan Abu Hanifah, yang batal daak berlaku itu
hanya persyaratannya saja, sedangkan perjanjiapeydiri tetap berlaku.
Namun, menurut Maliki dan Syafi’'l, perjanjiamudharabahitu secara
keseluruhan tidak sah. Pendirian yang terakhirdiinut pula oleh ajaran

Ibadi>?

Sebagaimana diketahui menurut ketentuan pasal KilBiPerdata
bahwa “segala kekayaan debitor, baik yang bergemakpun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akardiaBamudian hari,
menjadi jaminan dari utang debitor”.Jika kita matihprinsip dasar dari
mudharabahadalahprofit and sharing maka perjanjiammudharabahsama
sekali bukan perjanjian utang piutang, melainkamjapgan kerja sama
mengenai usaha bersama dengan para pihak, memiganaantuk berbagi
hasil atau keuntungan. Sedangkan apabila ternyathau bersama itu
mengalami kegagalan, maka harstaahib Al-malyang akan menanggung
resiko finansial atas terjadinya kerugian itu danudharib akan memikul
resiko membuang pikiran, tenaga, waktu, dan kesempatuk memperoleh
imbalan finansial Mengingat dari semangat perjanjiamudharabahyang
demikian itu, maka ketentuan pasal 1131 KUHPerdai@k berlaku bagi

perjanjianmudharabatt?

®2 Remy, Sutan,Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukuenbdhkan
Indonesia Jakarta, 1999, hal 33

3 bid hal 34
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Namun demikian, menurut Adiwarman A.Karim dalam ulnya
Bank Islam Analisis Figh dan Keuangaketentuan pembagian kerugian
dimana bank syariah menaggung 100% kerugian sedangkudharib
menanggung kerugian berupa kehilangan usahanyayahberlaku jika
kerugian yang terjadi disebabkan oleh risiko bisfigsiness risk bukan
karena karakter buruk, misalnya karemadharib lalai dan/atau melanggar
persyaratan-persyaratan kontrakudharabah maka bank tidak perlu
menanggung kerugian seperti itu. Para fugqoha bdgpat bahwa pada
prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyarathgnnan sebagai jaminan,
sebagaimana dalam akagirkahkerjasama lainnya, jelas hal ini konteksnya
adalahbusiness risk*

Sedangkan untugharacter risk mudharibpada hakikatnya menjadi
wakil dari shahibul maldalam mengelola dan dengan seigiahibul majl
sehingga wajib bagimudharib untuk berlaku amanah. Jikeaudharib
melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dat@mgelola dana, yaitu
melakukan pelanggaran, kesalahan, melakukan wewedialuar ketentuan
yang disepakatimudharibtersebut harus menanggung kerugiamdharabah
sesuai dengan kelalaiannya sebagai sanksi danuiagggwabnya.

Untuk menghindari adanya morahzardkarakter buruk dari pihak
mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, malshahib al-mal
dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudhdaminan ini akan di

sita oleh shahib al-mal jika ternyata timbul kerugian karenmudharib

> Adiwarman, A.Karim, Op.cit.hal.208
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melakukan kesalahan, yakni lalai/ingkar janji. Jaglian pengenaan jaminan
dalam akadmudharabahadalah untuk menghindari morabzard bukan
untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kggan karena risiko bisnS.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syaridhddnesia
selain tunduk pada hukum Islam juga harus tundudtaplaukum positif
Indonesia khususnya adalah Peraturan Bank Indonesmgingat perbankan
syariah merupakan bagian dari sistem perbankammeasiOleh karena itu,
akad mudharabah pada pembiayaan mudharabah titkdsafiakan secara
murni di Indonesia. Ketentuan-ketentuan pada akastharabah pada
dasarnya berlaku pada akad kerjasama dalam peghlgamang dilakukan
oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim dasymlaPada saat itu yang
terjadi adalah investasi langsundiréct financing antara shahib al-mal
(sebagai surplus unitdengan mudharitsébagai deficiunit).>® Dalamdirect
financing seperti ini, peran bank sebagai lembaga perartat@mediary)
tidak ada.Mudharabahklasik seperti ini. memiliki ciri-ciri khusus, yakn
bahwa biasanya hubungan antsinahib al-maldenganmudharibmerupakan
hubungan personal dan langsung serta dilandasi meish saling percaya

(amanah).

5 bid, hal 209.

% bid, hal 210
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Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil
kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bankenka beberapa hal
yaitu>’

1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelomgioknana mereka
tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemunghkimea terjadi hubungan
yang langsung dan personal.

2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan danamd@anlah besar,
sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan shahib al-maluntuk
sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu peyektu.

3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebab#aiinya bank
memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disaluya.

Untuk mengatasi beberapa hal di atas, ulama’ kgmean melakukan inovasi

baru skemanudharabahyang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini

diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga pesafritermediary yang

mempertemukashahib al-maldengamudharib.

> Ibid
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Gambar 4.1

SkemaMudharabah, Direct Financing-Indirect Financing

:> Shahibul mal
<

Pengelola Dana Pemilik Dana

Nasabah

Bank Shohibul mal
Mudharib ) <> Syariah —

Pengelola Dana Lembaga | ntermediasi Pemilik Dana

Sumber: Adiwarman, A. Karim, Bank Islam Analisigikidan Keuangan, 2008

Dalam skemandirect financingdi atas, bank menerima dana dari
shahib al-mal(nasabah penyimpan dana) dalam bentuk dana pibtgak
sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat bekbéabungan atau
simpanan deposito mudharabah dengan jangka wakhg yervariasi.
Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul disaiukembali oleh bank
ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang mefiggraskeuntungan,
dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilalg ykan dibagi hasilkan

antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.
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Terkait dengan adanya jaminan dalam pembiayaan analddh pada
bank syariah, menurut Fatwa MUI DSN No. 07/DSN-MUI2000 tentang
PembiayaaMudharabahpada angka 7 Bagian Pertama menyatakan bahwa :

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah #dakaminan,

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpang&$ Hapat

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketigenidan ini hanya
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukatanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad”.
Fatwa tersebut kemudian diikuti dengan keluarnyatlean Bank Indonesia
Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan damy&uran Dana
Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berkasderinsip Syariah
yaitu pasal 6 huruf (O) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk
mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapamenuhi kewajiban
sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaianatan kecurangan.
Menurut penjelasan PBI Nomor 7/46/2005, penggungaminan
dalam dalam perbankan syariah khusus untuk penmdmayadharabahdan
musyarakahjaminan tidak berfungsi sebagg@cond Way-Owdtau pengganti
pengembalian modal yang ditanamkan bank pada ysalek nasabah,
tetapi sebagai ganti rugi atas adanya pelanggé&edalaian dan kecurangan
nasabahFaktor analisis risiko inilah yang membedakan fupgsinan dalam
pembiayaaimudharabalmusyarakaldengan pembiayaan lain terutama yang

berbasis jual beli (murabahah, Salam, Istishna@} &redit. Murabahahatau

Kredit misalnya, bilamana pengembalian macet derdasan apapun, bank
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dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannyagahe pencairan
jaminan/agunan’

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jaminan padabyaan
mudharabah tidak bersifaBecond Way-Ouf(tidak seperti penggunaan
jaminan atas pngembalian dana yang ditanamkan), ba&m konsekuensi
bahwaketika usaha mudharib mengalami kegagalan maka $garkah akan
melihat keadaan riil dari usaha tersebut, jika g disebabkan oleh
kecurangan mudharib maka bank syariah akan memghiberapa jumlah
kerugian yang disebabkan oleh kesalahan mudhar#sil Herhitungan
kerugian riil ini bisa dibawah jumlah pembiayaamgaditerima mudharib
sehingga mudharib hanya akan menanggung ganti sagilai dengan
kecurangannya itu. Sebagai salah satu upaya mekdapganti rugi, bank
syariah diperbolehkan mencairkan jaminan tambahamgah menjual di
pelelangan umum atau di bawah tangan. Hasil pemuakan digunakan
sebagai ganti rugi sesuai dengan perhitungan karugang riil diderita oleh
bank syariah, kemudian sisanya dikembalikan kepaazharib.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 21nte2008
tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

‘Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuh
kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membékagan
atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di ludelpagan,
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pefglikan

atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjualpeanilik
Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tetselajib

%8 Peri Umar FaroulKelembagaan, Operasional dan Pengembangan Produlk Byariah
Perspektif Hukum Positihttp://mhugm.wikidot.com/artikel:011
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dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu
tahun”.

Dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) tersebut, Peambélgunan oleh Bank

melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bagar dapat

mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah penEgsiltasnya. Dalam
hal Bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerirsdit®&nya, status

Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lairBg@ak dimugkinkan

membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan aiggrat mempercepat

penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasildaggtas waktu 1 (satu)
tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisiditas Bank dan batas
waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untugnjumal aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunamgypembiayaannya

telah dikategorikan macet selama jangka wakturiarte

Sebelum diundangkannya undang-undang perbankan yang
mengandung aturan tentang aktivitas perbankan,rpesme syariah Islam
dalam tata hukum positif di Indonesia sebenarnightenemperoleh tempat
yang signifikan, hal ini bisa dilihat pada dua halitu:

1) Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kelelesian bagi setiap
penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut aggmamasing-
masing sebagaimana termaktub dalam Undang-Undasgr Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2. Pengertigmadeh dalam pasal
ini, menurut pandangan Islam, tidak hanya mencdkuipungan antara
manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup abuantara sesama

manusia, termasuk aktifitas ekonomi.
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2) KUH Perdata Pasal 1338 menyatakan bahwa setiagnpar] yang dibuat
sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undaagg bagi
mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kéinskelain dengan
kesepakatan kedua belah pihak atau karena alassemayang ditentulan
oleh undang-undang serta harus dilaksanakan dektdead baik.

Dengan kata lain, pada dasarnya, sistem hukum masiodonesia
telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiapiduduntuk menentukan
sendiri hukum apa yang bisa diberlakukan bagi grinterutama yang
berkaitan dengan aktivitas keperdataan. Kebebasasebut meliputi
kebebasan dalam menentukan isi (materi) yang diséippara pihak yang
melakukan hubungan hukum, cara-cara pelaksanada, nyelesaian jika
ada sengket®.

Berdasarkan ketentuan 1338 KUH Perdata, para pipxakg
melakukan hubungan hukum, yaitu bank syariah dassabah khususnya
dalam akad pembiayaan Al-Mudharabah, dapat memasukispek-aspek
syariah dalam konteks hukum positif Indonesia desi@gmgan keinginan
kedua belah pihak. Akan tetapi, asas kebebasamtsakani harus memenuhi
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, baik mensyatiah maupun KUH
Perdata Pasal 1320, yaitu:

a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
b) kecakapan untuk memmbuat suatu perikatan;

C) mengenai suatu pokok perjanjian tertentu;

%9 Adiwarman, A.Karim, Op.cit, hal.359
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d) mengenai suatu sebab yang tidak dilarang.
Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah buatmperjanjian yang
bentuk formatnya didasarkan pada Pasal 1320 KUIldaRemdan Pasal 1338
KUH Perdata, tetapi isi, materi, atau substansiohgasarkan atas ketentuan
syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatalkdndan para pihak harus
memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.
2. Pemberian Jaminan Cessie pada Pembiayaan Mudhdvah Bukan
Merupakan Perjanjian Jaminan Kebendaan.

Sebagai lembaga intermediasi yang harus menergykesip kehati-
hatian, bank syariah meminta berbagai bentuk jamy@ag dapat digunakan
untuk pelunasan pembiayaan yang disalurkan kepaskbah debitur. Khusus
untuk pembiayaan yang berprinsip bagi hasil, padasipnya tidak ada
jaminan karena termasuk perjanjian sirkah (kerjagammamun untuk
mencegah mudharib melakukan penyimpangan, maka bgakah dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, objek atau barang yafigiminkan dikenal
dengan istilahrahn. Adapun bentuk pengikatan terhadap objek ataunbara
yang dijaminkan, tidak diatur dan dinyatakan secara tetapi merupakan
formulasi dari prinsip-prinsip umum dalam muammakdsuai dengan
kebiasaan dalam masyarakRaRahnmenurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

adalah menjadikan materi atau barang sebagai jamit@ng, yang dapat

0 Retno, Kusuma Catur, Op.cit. hal.40
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dijadikan pembayar utang apabila orang yang begutialak bisa membayar
utangnya itu.

Jenis Marhun (Barang) berdasarkan ketentuan syariah dengan
melihat praktek Nabi SAW. dan para sahabat, bahamany yang bisa
dijadikan jaminan utang ata@hn dapat berupa, kebun, baju, besi, hewan
ternak dan makanan atau minuman. Oleh karena ra yama berpendapat
bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan ut@agn) pada prinsipnya
adalah barang bergerak dan tidak bergefihari definisi Rahn tersebut
diketahui bahwa ditinjau dari hukum Islam jaminamgushakan untuk
menjaminan utang tertentu jadi yang menjadi daganya perjanjian jaminan
adalah adanya perjanjian utang-piutang. Jenis gmiang diperbolehkan
adalah jaminan gadai dengan obyek jaminan beruaddergerak dan tidak
bergerak.

Ketentuan tentang jaminan dalam praktik perbanlsaibelumnya
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998atentPerubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbaRlksal 1 ayat (23)
yang menyatakan bahwegunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pembédaaititas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip SyariaBetelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syasicara umum
jaminan pada perbankan syariah didefinisikan olelddng-Undang Nomor

21 2008 pada Pasal 1 angka (26) sebagai berikut:

1 oc.cit
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“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa bdyetgerak
maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oletilibedAgunan
kepada Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariguna
menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerimat&ssil
Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa bentuk pamidalam Pembiayaan
Mudharabah meliputi benda bergerak maupun bendk bidrgerak.

Ketentuan Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bameaurut
paham undang-undang yang dinamakan kebendaan i@dgitiap barang
dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hakiknDari rumusan tersebut
dapat diketahui bahwa dalam pandangan undang-uni€itep Undang-
Undang Hukum Perdata) yang dimaksud dengan kebenadalah segala
sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tan@aperdulikan jenis
atau wujudnya.

Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan adatehwa
penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah pesgarayang memiliki nilai
ekonomis. Hal ini membawa konsekuensi logis kepgaetantuan Pasal 1131
KUH Perdata yang menyatakan bah8egala kebendaan yang bergerak dan
tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada mauyang akan ada,
menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangdebitor itu Dengan
ketentuan tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdatas jeahwa hanya

kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yangatlanenjadi jaminan

bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasitatang seorang debifér

2" Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjayd{ebendaan pada Umumny®&renada Media,
Jakarta,2003, hal.32
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Sebagaimana bunyi Pasal 499 KUH Perdata di atas raakhan
dapat digolongkan sebagai benda. Suatu tagihanbagaitai ekonomis harus
memenuhi syarat sebagai surat berharga. Suratrgarl@alah surat yang
oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pafelen pemenuhan suatu
prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang.p@awegang, surat itu
merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yanmgkeatas tagihan yang
tersebut didalamnya. Surat berharga memiliki tigeg6i utama, yaitu:

1) Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang)

2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dipdrglikian dengan
mudah dan sederhana)

3) Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitim&si).

Salah satu fungsi surat berharga ialah sebagai atdtk
memindahkan hak tagih, artinya dapat diperjualkibeli atau dipindah-
tangankan kepada pemegang berikutnya setiap sabilaapikehendaki oleh
pemegangnya. Cara memperalihkan hak tagih itu dhpetiahui dari klausula
yang terdapat dalam surat berharga itu. Dalam $enditarga selalu terdapat
klausula atas tunjuk dan atas pengganti. Tidak aesmat atas tunjuk dan
atas pengganti itu adalah surat berharga. Untulgetehui surat-surat mana
yang termasuk surat berharga dan yang mana yaa§§ tefmasuk surat

berharga, perlu diketahui apa yang menjadi isikagain dasarnya.

8 Abdulkadir, MuhammadHukum Dagang tentang Surat-Surat Berhardgitra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, hal.6



94

Berdasarkan isi perikatan dasarnya Scheltema mémggan surat

atas tunjuk dan atas pengganti menjadi tiga goloygéu:

1)

2)

3)

Zakenrechtelijke papierefsurat-surat yang bersifat hukum kebendaan).
Isi perikatan dasarnya adalah untuk menyerahkaanbayang tersebut
di dalam surat itu. Akibat hukum penyerahan suwsa#tsitu kepada
pihak lain ialah penyerahan barang yang tersebutatiimnya. Inilah
sifat hukum kebendaan dari surat golongan ini. Yergasuk dalam
golongan ini ialah konosemen dan ceel (warrant)gydmatur dalam
Pasal 517a KUHD.

Lidmaatschapspapieren(surat-surat tanda keanggotaan dari suatu
persekutuan).

Isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yatligerikan oleh
persekutuan kepada pemegangnya, misalnya hak g hak untuk
memperoleh keuntungan atau devidend. Termasuk dgtdomgan ini
lalah surat saham Perseroan Terbatas, Perseroaranddsr, surat
keanggotaan koperasi, dan sebagainya. Apabila saram atau tanda
keanggotaan itu diterbitkan atas tunjuk, maka pgeahya cukup dari
tangan ke tangan. Jika diterbitkan atas nama, iparslya tidak
dilakukan dengan endosemen, melainkan dengan céBamal 613
KUHPerdata).

Schulvorderingspapierefsurat-surat tagihan hutang).

Isi perikatan dasarnya adalah untuk membayar sejurnbng yang

tersebut di dalamnya dari penanda tangan. Yangagrkngolongan ini
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adalah surat atas tunjuk seperti cek, surat praatees tunjuk, kuitansi

atas tunjuk dan surat atas pengganti seperi sueselwdan surat
sanggupg’

Menurut Pasal 613 KUH Perdata, tagihan jika dilidati cara
penyerahnnya ada tiga yaitu piutang-piutang atasangiutang karena
surat bawa dan piutang atas tunjuk. Ketentuan FeElsalKUH Perdata
menyatakan,

“‘Penyerahan akan piutang-piutang atas nama daméebe tak
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuatisekta otentik
atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas dasenitu
dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiaddgatkya,
melainkan setelah penyerahan itu diberitahukandapg, atau secara
tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawé&ukiéan dengan
penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piukamgna surat tunjuk
dilakukan dengan penyerahan surat disertai endaseme

Satrio mengemukakan tentang ciri-ciri tagihan ataguk, atas order
dan atas nama sebagai berikut:

1) “tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yangysimitkan
nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk olebditur
tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja samaddbiiur dapat
dialihkan kepada orang lain yang disebut krediiengan cara
endosement;

2) tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagilang sama
sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagibrsebut
dapat dilaksankan oleh siapa saja yang menunjuleat tagihan
tersebut;

3) tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagitssnorder
maupun atas tunjuk, sehingga tagihan-tagihan aaasanhanya
dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja”.

® Ibid, hal.9
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Dalam ketentuan Pasal 613 ayat (3) disebutkan batemgerahan
atas tagihan-tagihaman toonder(atas tunjuk) dilakukan dengan penyerahan
surat tagihan yang bersangkutan, sedang penyesaiantagiharaan order
dilakukan dengan penyerahan surat tagihannya diseshdosement
Penyerahan hak tagihan atas nama termasuk hakbat@km tak bertubuh
lainnya dilakukan dengan membuat akta cessie. €esserupakan
penggantian orang berpiutang lama (cedent), desgarang berpiutang baru
(cessionaris). Penyerahan itu harus dilakukan dersg@a autentik atau di
bawah tangan. Penyerahan secara lisan tidak sah.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi supayaiecess
mempunyai kekuatan atau daya berlaku terhadapodgepatitu:

1) Pemberitahuan penyerahan secara nyata dari cegering lama)
kepada debitor atau;
2) Adanya pengakuan dari debitor secara tertulis.
Apabila pemberitahuan itu tidak dilakukan, debitdapat melakukan
pembayaran kepada cedent, asalkan debitor masipamggap cedent sebagai

kreditor yang baik>

% salim,Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BV®jnar Grafika, Jakarta, 2005, hal 110.



97

Salim menentukan bahwa syarat-syarat adanya |eyerimaik
terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak, unapiptang atas nama
adalah sebagai berikut:

a) harus ada perjanjianakelijke adalah perjanjian yang menyebabkan
pindahnya hak-hak kebendaanzaKelijke rechten Misalnya,
eigendom, bezit (hak menguasai), hipotek, dan pand;

b) harus ada titel (alas hak), adalah hubungan hukuamngy
mengakibatkan levering. Hubungan hukum yang paewng adalah
perjanjian. Misalnya, jual beli, tukar menukar, dain-lain;

c) harus dilakukan oleh orang yang berwenang mengbesda tadi;

d) harus ada penyerahan nyata atau yuridis.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, penyarédvering atas benda yang
menjadi objek levering menjadi tidak sah dan dagmugat di muka
pengadilan®®

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalanmtkate Pasal
613 KUH Perdata, adalah suaturisdische leveringatau perbuatan hukum
pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karenaatal sistem KUH Perdata,
misalnya perjanjian jual beli, termasuk jual belutang hanya bersifat
konsensual obligatoir. Artinya baru meletakkan rddn kewajiban bagi
penjual dan pembeli, namun belum mengalihkan kdpemi

Untuk sahnya suatu perjanjian kebendaan harus atidasiatu

peristiwa perdata atau dikenal dengan istrkattstitelyang sah. Karena KUH

| oc.cit.
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Perdata menganut teori kausal, artinya sah atakryé cessie tergantung
pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yamgaasari cessie. Biasanya
perjanjian obligatoir yang mendasari suatu cesdaah perjanjian jual-beli
piutang atau utang-piutang dalam hal cessie sefmyaian®’

Lembaga cessie sebagai jaminan muncul dalam praktikankan
dimana bank meminta supaya tagihan debitornyahétet kepada bank hanya
sebagai jaminan saja. Jadi, tidak ada maksud umerkgalihkan hak milik
atas piutang tersebut. Konstruksi hukum ini miripnglan fidusia yaitu
penyerahan hak milik secara kepercayaan dari ddi@fmada kreditor dimana
kreditor dan debitor saling percaya bahwa penyerdrak milik itu hanya
sebagai jaminan saja. Setelah utang lunas, makaasetomatis kepemilikan
kembali kepada debito€essie sebagai jaminan ini dibuat dalam bentuk akta
notariil. Dalam perjanjian cessie sebagai jamirasabut yang menjadi obyek
jaminannya berupa tagihan. Setiap jaminan yang lolyge adalah benda
termasuk di dalamnya berupa tagihan disebut janiebendaan.

Tan Kamelo dalanHukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang
Didambakan mengatakan bahwa sistem hukum jaminan terbagindalua
bagian yakni sistem hukum jaminan perorangan dstersi hukum jaminan
kebendaan. Sistem hukum jaminan perorangan yangkmj@ adalah
perorangan merupakan sub sitem dari hukum kontaak) ynengandung asas

pribadi (ersonal righ}, sedangkan sitem hukum jaminan kebendaan yang

7 Suharnoko dan Endah Hartddoktrin Subrogasi, Novasi, Cesskencana Prenada Media,
Jakarta, hal.107
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objeknya adalah benda merupakan sub sistem damnthukenda yang
mengandung asas kebendéaal right). °°

Pemegang benda jaminan memiliki hak-hak jaminamg yanumnya
mempunyai ciri, bahwa selain bersifat lebih menkaeri jaminan atas
pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga m&eabehak untuk
didahulukan dalam mengambil pelunasan. Sebagaiimak&ebendaan pada
umumnya, hak jaminan kebendaan juga dapat dipeitaha terhadap
siapapun juga (bersifat mutlak atau absolut), seteéngikuti bendanyg@roit
den suite)dan dapat dipindahkan kepada orang $ain.

Berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie pada Maakialat
Indonesia diketahui bahwa yang menjadi obyek jamiaaalah piutang
koperasi sebesar 125% dari plafond pembiayaan mailokia yaitu sebesar
Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah. Untuk mengetddahwa apakah
perjanjian pemberian jaminan cessie ini merupaka&napjian jaminan
kebendaan maka perlu dipastikan bahwa piutangdagitersebut telah
memenuhi syarat sebagai benda jaminan. Benda janhiaaus mudah dijual
untuk memenuhi pelunasan utang tertentu. Tagiham agidah diperjual-
belikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai $&editarga, yaitu dapat
digunakan sebagai alat pembayaran, mudah dipdrglédan dan merupakan

bukti hak tagih (legitimasi).

% Tan, KameloHukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang DidambaRT Alumni,
Bandung, 2006
% Satrio,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebenda@mp.cit., hal.16
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Salim dalam Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia

menyatakan bahwa syarat benda jaminan yang bailabadaemberikan
kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwangajaminan setiap waktu
tersedia untuk diseksekusi, bila perlu dapat muwtlaingkan untuk melunasi
hutang debitur. Dalam akta pemberian jaminan celkale tagih koperasi
kepada anggota sebesar tiga ratus tujuh puluhrpgeh meliputi semua
tagihan yang dimiliki oleh koperasi. Tagihan yangdikan jaminan pada
pembiayaan mudharabah tidak tertentu melainkanpotelsemua tagihan
yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hargabetemikian tagihan
koperasi yang dijadikan obyek jaminan dalam peiganjpembiayaan
mudharabah tidak memenuhi syarat sebagai bendangamkarena tidak
berbentuk surat berharga tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paganpemberian
jaminan cessie pada Bank Muamalat ditinjau daridbegyang dijadikan
jJaminan, bukan merupakan perjanjian jaminan kelbsmmdsehingga Bank
Muamalat Indonesia tidak memiliki hak-hak kebendaabagaimana yang
diberikan oleh jaminan kebendaan pada umumnya.amem pemberian
jaminan cessie merupakan perjanjian yang bersdatréktual (diperjanjikan
oleh para pihak). Hak jaminan kebendaan adalahhb&kkreditur untuk
didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripagthtir-kreditu lain, atas
hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelorbpoda tertentu, yang
secara khusus diperikatkan. Dengan demikian Bankn\élat Indonesia tidak

memiliki hak-hak yang lebih dari kreditur lainnyia. tidak mempunyai hak
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untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mow@yap hak yang

didahulukan untuk mengambil pelunasannya, ia ticeknpunyai hak yang

mengikuti bendanya; kalau benda itu ada di tangaakpketiga, ia tidak

mempunyadroit de suite

3. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Cessie
dalam Upaya Mendapatkan Ganti Rugi jika Mudharib Wanprestasi

Sebagai lembaga intermediasi bank syariah harusenagkan
prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiaya&ag&imana diatur Pasal
35 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tenRerdpankan Syariah
yang menyebutkan bahwBank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah)
dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkiaisip kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pembiayaamniady menggunakan
sistem penilaian dengan menggunakan prinsip 5 @ yaharakter (watak,
kepribadian), Capital (modal), Collateral (jaminaagunan), Capacity
(kemampuan) dan Condition of Economic (kondisi ko). "

Penilaian watak menyangkut masalah reputasi ddéoncaasabah,
artinya calon nasabah mempergunakan fasilitas @g@®n sesuai dengan
tujuan dan selalu memenuhi kewajibannnya mamba&sifas pembiayaan
tepat pada waktu yang diperjanjikan. Penilaian kepean menyangkut
kemampuan calon nasabah dalam menjalankan dan mbaggkan
usahanya sehingga berjalan lancar. Dengan kondisahau yang

menguntungkan dan kejelasan pertambahan pendapataiharib pasti

" Hasil wawancara dengan Staff Marketing PT Bank iMaiat Indonesia, Tbk. Pada tanggal
12 Januari 2009.
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mampu membayar pembiayaan dan bagi hasil. Penita@ial menyangkut
masalah besarnya modal yang dimiliki oleh nasakah aemakin baik karena
keterlibatan nasabah terhadap maju dan mundurrafslekan menjadi besar.
Penilaian jaminan atau agunan yang menyangkutrgrtarta benda milik
nasabah atau dapat juga milik pihak ketiga yangipaan jaminan tambahan
dan jalan terakhir untuk mengamankan penyelesaarb@yaan bermasalah.
Penilaian kondisi ekonomi menyangkut masalah sitpaseskonomian dan
politik secara makro artinya kondisi dan situasngyanemberikan dampak
positif bagi prospek usaha nasabah debitur. Jampukok bersifat wajib
Jaminan tambahan bersifat tidak wajib.

Keyakinan bank akan kemampuan nasabah debitur dalam
pembayaran kewajibannya dari pendapatan yang aksamoteh dari hasil
usaha yang dibiayai oleh nasabah merupakan janyaragnutama atau disebut
‘laminan pokok”. Sementara jaminan-jaminan lainnyang bersifat
kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanahaigagotik, fidusia dan
sebagainya dianggap sebagai “jaminan tambahan” taemsta, yakni
tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminanuatd® yang dibiayai
dengan pembiayaan tersebut.

Pada Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor20@56/tentang
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Banl Yelaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yaitsalp® huruf (O)
menyebutkan bahwadalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

pembioayaan mudharabaBank dapat meminta jaminan atau agunan untuk
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mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapamenuhi kewajiban
sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dtau kecurangan.
Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunyBank Syariah dari Teori ke
Praktekmnyebutkan bahwa risiko yang terdapat dalam akadudharabah,
terutama pada penerapannya dalam pembiayaant tielggi. Di antaranya:

a) side streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang

disebut dalam kontrak;
b) lalai dan kesalahan yang disengaja;
c) penyembunyian keutungan oleh nasabah bila nasa®aiaiayk jujur.
Ditinjau dari klausula-klausula yang terdapat pédda Pemberian
Jaminan Cessie Bank Muamalat Indonesia, jamina@a p&dd mudharabah
antara Bank Muamalat dan Koperasi adalah beruphatadloperasi kepada
Anggota Koperasi yang diserahkan kepada shahibukl dangan cara
membuat perjanjian pemberian jaminan cessie deped notaris. Atas
penyerahan jaminan cessie tersebut menyebabkaangiutang dijadikan
jaminan pada pembiayaan mudharabah beralih meijaklii milik Bank
Muamalat dan semua yang dicedeer dengan Akta PeEmhiEminan Cessie
berpindah kepada Bank Muamalat. Hal ini sebagdaknukum dari cessie
yaitu berpindahnya hak milik dari kreditur lama (6vasi) kepada kreditur
baru (Bank Muamalat).
Para pihak sepakat bahwa perjanjian pemberian damoessie

tersebut bukan dimaksudkan sebagai cara untuk ndafmgan hak milik

tagihan dari Koperasi kepada Bank Muamalat akaapietessie tersebut
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hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja. Hal inarbeketika mudharib
telah melunasi fasilitas Pembiayaan Mudharabah nteta milik tagihan
tersebut kembali kepada mudharib. Shahibul maal beeikan keterangan
bahwa mudharib tidak lagi mempunyai suatu tagiltan tfuntuan apapun juga
terhadap shahibul maal. Akan tetapi, jika mudhasmimprestasi maka shahibul
maal dengan kuasa substitusi dapat menagih seadihian tersebut kepada
Anggota Koperasi untuk melunasi fasilitas pembiayasesuai dengan
kesepakatan.

Dilhat dari bentuk pembebanan jaminannya, pembejganinan
cessie dapat dikatakan sebagai “cessie sebagangainiSatrio menyebut
cessie tagihan atas nama sebagai jaminan hak geadaiu Oneigelijke
pandrechy. Posisinya sama dengan penyerahan dengan ctunstitu
possessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagainaga tidak ada
constitutum possessorium* Penyerahan constitutum possessorium adalah
penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemeninan kepada
kreditur dilaksanakan secara formal saja, dalam lktemuanya hanya
dinyatakan dalam akta saja benda jaminan ada dptmguasaan pemberi
jaminan tetapi dari luar tidak tampak ada perubapzapa, sehingga dengan
demikian, yang terjadi adalah penyerahan secaratinggnm possessorium.
“‘Hak miliknya” tampak diserahkan, tetapi bendanyap dikuasai oleh

pemberi jaminani?

" 3atrio,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaaan FiduSi&ra Aditya Bakti, Bandung,
2005, hal.102

2 ibid, hal.129
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Cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas namgumgi sifat
droit de suit(mengikuti kemanapun benda berada) tanpa pemiveaita(pasal
613 KUH Perdata), ini berarti hak milik atas tagihgang dicedeer sudah
beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada @etaibuan kepada
cessus. Gambaran posisisi cedent, cessionarisegdansdalam cessie sebagai
jaminan adalah sebagai berikut:

“A mempunyai suatu tagihan (atas nama) terhadaguwleia, yaitu
B. Karena A pada suatu ketika membutuhkan uang, amak
mengambil kredit pada Bank C, dan yang diberikdragai jaminan
(antara lain) adalah tagihan A terhadap B.

Berdasarkan Pasal 1153 KUH Perdata gadai tagihas aama
dilakukan dengan pemberitahuan kepada debituy it

Dalam prakteknya Bank C tidak puas dengan carapenan seperti
itu dan menuntut agar tagihan A terhadap B diceklepada Bank C.

Dalam hal demikian, maka A berkedudukan sebagardeBank C
sebagai cessionaris dan B sebagai cessus.”

Mengingat bahwa pembiayaan mudharabah adalah pgmalbigang
berisiko tinggi maka diperlukan kepastian hukumadalhal pembebanan
jaminan sebagai sarana untuk mendapatkan ganti jikgi mudharib
wanprestasi. Kepastian hukum dalam hukum jaminatabdpemberian hak
preferen/yang diutamakan kepada kreditur dalam pgaran piutangnya
terhadap kreditur lainnya. Kedudukan yang diutamakadisebutkan dengan
tegas dalam peraturan perundang-undangan, sedril&hggungan, Gadai,

hipotik dan Fidusia.
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Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas tanah disebutkan:

"Bahwa jika debitur cidera janji, kreditur hak tajuopgan berhak
menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikaminan

menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang

bersangkutan, dengan hak mandahului daripada Urddeditur

lainnya. Kedudukan diutamakan tersebut sudah batemg tidak

mengurangi preferensi piutang-piutang negara merketentuan-

ketentuan hukum yang berlak(}".
Asas tersebut dalam ilmu hukum disebut dengjant de preferencePasal
1133 KUH Perdata menyebutkan bahwa kedudukan yantandakan
merupakan hak istimewa yang diberikan undang-und@apgda pemegang
hipotik. Dalam hal jaminan gadai (pand) tidak sadagas dikatakan tentang
kreditur lainnya, tetapi Pasal 1150 KUH Perdata yebntkan bahwa gadai
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untulgandnil pelunasan dari
barang tersebut secara didahulukan daripada bangildinnya. Pada jaminan
fidusia pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fdostngandung asa
bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan seb&geditur yang
diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan padasal 27 dijelaskan
tentang pengertian tentang hak yang didahulukdradep kreditur-kreditur
lainnya adalah hak penerima fidusia untuk mengapddiinasan piutangnya
atas hasil eksekusi yang menjadi objek jaminarsfaiu

Ketentuan pembebanan jaminan dalam akad mudhardakm

ketentuan PBI Nomor 7/46/2005 tidak disebutkan rsetexperinci bagaimana

batasan tentang pembebanan jaminan untuk bendagansehingga untuk

3 Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang Nomor 44886 tentang Hak Tanggungan
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memperoleh kepastian hukum pembebanan jaminan malmifatunduk pada
hukum positif Indonesia tentang jaminan dalam KUldrdata maupun
Undang-Undang Perbankan. Dalam jaminan perbankatapat prinsip
preferensi. Prinsip preferensi mengajarkan bahwalkpkreditur kepada siapa
debitur telah menjamin kreditnya pada umumnya merypu hak atas
jaminan kredit tersebut untuk pelunasan kreditreyagypasti didahulukan dari
pihak kreditur lain-lain. Adapun yang merupakan wAssur yang harus
dipenuhi agar suatu jaminan dapat mempunyai hdeneresi adalah sebagai
berikut:

a. Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangag gengan tegas
menyatakan tentang adanya hak prefensi tersebpertselisebutkan
dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Norahdn 1996.

b. Kreditnya sah.

c. Pelaksanaan hak preferensi tersebut harus sesurde

1) Klausula dalam Perjanjian Kredit.
2) Klausula dalam Perjanjian Jaminan.
3) Peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Ada syarat yang dikehendaki oleh hukum agar tammgghya pihak
kreditur lain-lain berupa:

1) Adanyadisclosureterhadap jaminan tersebut, sehingga pihak kreditur

lain dianggap mengetahuinya.
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2) Adanya pengamanan atas benda tersebut sehinggi krkditur
dengan mudah dapat mengetahui adanya jaminan hdengan hak
preferensi tersebut.

3) Pengikatan jaminan harus sesuai dengan aturan Yserku.
Misalnya, hak tanggungan diikat dengan akta PPAT.

Menurut prinsip preferensi pada jaminan perbankgminan
pemberian jaminan cessie tidak memberikan kedudykaferensi (hak
didahulukan atas pembayaran kredit/pembiayaan) bhghibul maal jika
mudharib wanprestasi karena:

1) pembebanan jaminan hak tagih dengan cara pembj@mnanan cessie
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam jaminan kredit ada jenis jaminan yang dibadalke dalam

“laminan regulatif” dan “jaminan nonregulatif’. Ygndimaksud jaminan

regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaarsgraliri sudah diatur

secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dakamturan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya: Hipotdadai, Hak

Tanggungan Atas Tanah.

Sedangkan jaminan “Nonregulatif” adalah bentuk-bkent
jaminan yang tidak khusus diatur dalam berbagaatpean perundang-
undangan, tetapi dikenal dan dilaksanakan dalanktgka Jaminan
nonregulatif ini ada yang berbentuk jaminan kebandaseperti,

pengalihan tagihan dagang, dan pengalihan tagibamamssi. Akan tetapi,

" Munir, FuadyHukum Prekreditan Kontempore®p.cit, hal.73
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ada juga jaminan nonregulatif tersebut semata-nfataya bersifat
kontraktual, seperti kuasa menjual (yang tidak tddmabut kembali), dan
sebagainy&d>
Dari uraian tentang tata cara pembebanan jaminssiecdi atas
menunjukkan bahwa pembebanan jaminan dengan panaRgmberian
Jaminan Cessie tidak diatur dalam peraturan pengidadangan
perjanjian pemberian jaminan cessie sehingga tednailam jenis
jaminan yang bersifat nonregulatif.
2) Tidak ada prinsiglisclosure
Prinsipdisclosureatau publisitas ini, berarti adanya keharusan agatu
jaminan hutang dipublikasi sehingga diketahui alkeum. Rationaledi
belakang kewajibamlisclosureini adalah agar pihak ketiga mengetahui
dengan persis keadaan objek jaminan dan terbukaamepl untuk
mengklaim/menggugat jika keterangan tentang obgkirjan tersebut
tidak benar. Khusus untuk gadai tidak berlaku ppirdisclosure atau
publisitas karena objek jaminan sudah diserahk&ndsaannya ke pihak
kreditur, sehingga tidak lagi mempunyai kepentingatuk didaftarkan.
Jaminan tanpa hak preferensi mengakibatkan kedudikeditur
menjadi lemah dalam hal sebagai berikut:
a) Sita Jaminan Lewat Pengadilan
Terhadap jaminan hutang yang tidak mempunyai hakepsi, jika

eksekusi jaminan tersebut belum sempat dilaksanakaka apabila

" |bid, hal.64
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ada kreditur lain yang menggugat ke pengadilan, demohon
diletakkan sita jaminan atas benda objek hak jamidan sita tersebut
dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak krediturggenhak jaminan
tersebut sudah tidak dapat lagi mengeksekusi hangmnya, dan
kedudukannya menjadi sama saja dengan kreditua liegpa hak
jaminan.
b) Kepailitan debitur
Jika ada kreditur lain yang mengajukan gugatanitptethadapa
debitur dan jika disetujui oleh hakim, maka padamgpnya seluruh
harta benda debitur, termasuk harta jaminan, j&eitdalam budel
pailit kecuali bagi mereka yang mempunyai hak pesfsi’®
Sehubungan dengan dibuatnya akta cessie, perlthdigan bahwa
cessie merupakan cara penyerahan, agar hak nmakkbenda tidak bertubuh
yang diserahkan melalui akta tersebut, selanjutoggpindah daricedent
(pemilik asal tagihan) kepadaessionaris (yang menerima penyerahan
tagihan, yang selanjutnya menjadi kreditur baru) ganyerahan seperti itu
dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan bagnigudebitur ¢essus
Dengan demikian, cessie di sini sebenarnya jugaipa&an penyerahan hak
milik atas tagihan secara kepercayaan, konstruldkurn ini mirip dengan
fidusia. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keweaangeditur penerima
jaminan sebagai pemilik baru atas tagihan yangabgkaitan adalah terbatas,

sampai sejauh diperlukan untuk melindungi kepeatinga sebagai kreditur.

®bid, hal.76
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Orang menyebut cessie seperti itu sebagai cedzgaigaminanzakerheids-
cessi¢. Ciri khas pada cessie sebagai jaminan adalatvdbgang dioperkan
secara kepercayaan adalah perikatan-hutaolguldverbintenijs dari cedent
sendiri dengan debiturnya (cessus).

Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang No@d
Tahun 1992 Fidusia, maka sesuai dengan bunyi keterfPasal 2 Undang-
undang Fidusia, cessie sebagai jaminan tercakuamddlndang-undang
Fidusia. Pasal 2 Undang-undang Fidusia berbungang-undang ini berlaku
terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk rmebani Benda dengan
Jaminan Fidusia.Dengan demikian karena telah ada aturan yang khusu
mengatur tentang cessie sebagai jaminan maka pekds cessie sebagai
jJaminan harus disesuaikan dengan Undang-Undangigidu

Meskipun Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata menentukénk sahnya
suatu cessie cukup kalau dituangkan dalam suatucaksie, yang bisa dibuat
di bawah tangan maupun secara otentik, hamun sebgabudengan adanya
peraturan khusus mengenai hal itu dalam Pasal 6 (ayaUndang-undang
Fidusia, maka sesuai dengan pasal tersebut malk#e desrus dituangkan
dalam suatu akta notariil agar ketentuan UndangwgdFidusia berlaku
atasnya. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbuPgmbebanan Benda dengan
Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalanhdsa Indonesia dan

merupakan akta Jaminan Fidusia.

" Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasijd$odan Cessie, Kencana, Jakarta , hal
231
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Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia nmetg@
bahwa akta cessie harus memuat data cedent, cassigoerjanjian pokok
yang dijaminkan, uraian mengenai tagihan dan cesslas penjaminan dan
besarnya nilai nominal tagihan. Selanjutnya, agaerkuan Undang-Undang
Fidusia berlaku terhadapnya, maka cessie sebaganga sebagaimana
tersebut di atas, harus didaftarkan menurut kedentBasal 11 Undang-
Undang Fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftafaidusia,
pendaftaran tersebut wajib memuat data-data yaig sengkap sebagaimana
ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Fidusia sebagkiube

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia,

b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tekgmhudukan

notaris yang membuat akta jaminan Fidusia;

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jamircdusk;

e. nilai penjaminan; dan

f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Selain itu perubahan-perubahan yang terjadi sef@ngaminan berlangsung,
perlu dilaporkan dan dicatat dalam daftar di kafendaftaran Fidusia yang
tujuannya agar data-datanya lengkap dan sesuaadéw@gyataan.

Pendaftaran ini merupakan penerapan asas publisy&sy
dimaksudkan agar khalayak ramai, yang mempunyaierkeman, bisa

mengetahui data-data tersebut, terutama beban-begivan menindih benda
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tertentu, dan karenanya daftar yang bersangkutayatikan terbuka untuk
umum karenanya daftar yang bersangkutan dinyateké@aka untuk umum
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 Undadgrd Fidusia :
segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang memjjek Jaminan
Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusigdbté&a untuk umum
Tujuan pendaftaran tersebut adalah agar bisa mempuakibat hukum
terhadap pihak ketiga.

Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata mengatakan, bahssiecbaru
mempunyai daya kerjanya terhadap cessus, kalauecésssebut telah
diberitahukan kepadanya atau secara tertulis (lisetleh cessus. Hal ini
berarti cessienya sendiri bisa terjadi tanpa kenes dengan cessus, tetapi
untuk bisa mengikat cessus, cessie harus dibeka@hikepada atau secara
tertulis disetujui oleh cessus. Yang dimaksud dengeessie tersebut
mempunyai daya Kkerja terhadap cessus” adalah baldeagan
diberitahukannya cessie kepada cessus atau demganmenandatanganinya
akta cessie, maka untuk selanjutnya cessus tidak|agi secara secara saja
membayar/melunasi hutangnya kepada cedent, tetalpinjstnya harus
membayar kepada cessionaris. Pembayaran kepad# tidd& membebaskan
cessus dari hutangnya.

Konstruksi cessie sebagai jaminan telah diakuig&lraang lingkup
dari pembebanan jaminan Fidusia. Hal ini berdasarRasal 2 Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yangyatakan bahwa

perjanjian yang bermaksud untuk membenani bendgatedaminan Fidusia
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maka berlaku ketentuan dalam Undang-Undang FidG$&dn karena itu untuk
mendapatkan kepastian Hukum dalam Pemberian Jan@esasie tersebut
harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undangrdrféidusia termasuk
pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaidunsia untuk memberikan
kedudukan preferen bagi Shahibul maal dalam upasmparoleh ganti rugi

jika mudharib wanprestasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara shahibul maal (PT Bank Muainhadlonesia,
Tbk.) dan mudharib (Koperasi) dalam perjanjian penan jaminan
cessie adalah perjanjian jaminan (jaminan disialamh pengertian
perbankan disebut sebagai agunan/jaminan tambahemak yang
menjadi jaminan pokok adalah kepercayaan). Obyekn@an dalam
perjanjian permberian jaminan cessie adalah hak tagperasi kepada
anggota. Perjanjian pemberian jaminan cessie mkanpgaerjanjian
aseccoir/ikutan dari perjanjian pokoknya berupa |lpagyaan
mudhaharah.

2. Pemberian jaminan cessie tidak memberi kepasti&urnuerhadap
shahibul maaldalam upaya mendapatkan ganti rugi jikadharib
wanprestasi. Alasan-alasan perjanjian jaminan egssak memiliki
kepastian hukum (hak preferensi) yaitu:

a. ditinjau dari obyek jaminan yang berupa hak tagperasi kepada
anggota maka perjanjian pemberian jaminan cessida pa
pembiayaan mudharabah bukan merupakan perjanjiamnaga
kebendaan karena tidak ada bentuk surat berhargmtte yang
diserahkan mudharib (cedent) kepada shahibul ncasgkipnaris).

Perjanjian pemberian jaminan cessie atas obyekngmberupa

115
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hak tagih koperasi kepada anggota tidak menimbulikak:hak
kebendaan karena hanya bersifat kontraktual saja;

b. bentuk pembebanan jaminan dengan cara pemberiamajam
cessie yang digunakan sebagai bentuk pembebanamajam
sekaligus penyerahan/levering atas hak tagih tidiakur dalam
peraturan perundang-undangan;

c. tidak ada prinsiglisclosureatau asas publisitas. Tujuan dari asas
publisitas ini adalah agar obyek jaminan yang dadam untuk
jaminan utang tertentu diketahui oleh umum. Khusotsik gadai
tidak berlaku prinsipdisclosure atau publisitas karena obyek
jaminan sudah diserahkan kekuasaannya ke pihakitlkred
sehingga tidak lagi mempunyai kepentingan untukftidkan.

B. Saran
1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Thk. seb&fahibul maal
Sebagai lembaga intermediasi diharapkan shahibudl ma

selalu menerapkan prinsip kehati-hatian khususrgag yberkaitan
dengan pembebanan jaminan kebendaan. Pada priaspasat benda
agar dapat dijadikan jaminan kebendaan adalah bgadg mudah
dijual untuk pelunasan utang tertentu, khusus urpeknbiayaan
mudharabah hasil jaminan dapat dicairkan jika muobhgerbukti

melakukan kecurangan. Dengan demikian benda janyiaag berupa
hak tagih koperasi kepada anggotanya harus belbsaotat berharga

agar mudah diperjualbelikan. Perjanjian jaminansieesni tidak
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memberikan kedudukan preferen kepada shahibul pkaamudharib
wanprestasi.

Konstruksi hukum pemberian jaminan cessie telatkudlia
dalam Pasal 2 Undang-Undang Fidusia sebagai ruagkup fidusia
sehingga setelah berlakunya Undang-Undang Fiduskampemberian
jaminan cessie (sering disebut cessie sebagai gwnirharus
disesuikan - dengan undang-undang fidusia untuk nperiian
kepastian hukum. Dengan demikian, menurut logikakuhu
pembebanan jaminan berupa tagihan atas nama ndigautahapan
yaitu pembuatan akta perjanjian mudharabah selpagainjian pokok,
akta pembebanan jaminan berupa hak tagih menggunakanan
fidusia dan perjanjian penyerahan/levering hak htagang berupa
tagihan atas nama dilakukan dengan pembuatan edsgec
. Bagi Koperasi sebagMudharib.

Dengan penelitian ini diharapkan mudharib mengetdabhwa pada
prinsipnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan nmadiad karena
akad mudharabah bukan perjanjian pinjam-meminjang tetapi akad
kerja sama antara Shahibul maal sebagai pemilia dam Mudharib
sebagai pengelola dana sehingga penggunaan jars@saai dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/2005 tentangadAk
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yangaMekan
Prinsip Syariah yaitu jaminan dapat dicairkan dengpgarat mudharib

terbukti melakukan kecurangan.
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